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BAB 1 
KONSEP UMUM EKONOMI SYARIAH 
 
Oleh Jasri 
 
1.1 Pendahuluan 

Ekonomi syariah saat ini terus menunjukkan 
eksistensinya. Walaupun perkembangan tersebut masih lebih 
didominasi oleh penambahan kuantitas saja. Sedangkan dari segi 
kualitas para cedekiawan muslim masih berjuang untuk 
merealisasikan nilai-nilai syari’at secara penuh kedalam segala 
sektor perekonomian. Menanggapi kondisi ini, Muhammad Syafi’i 
Antonio mengatakan bahwa ”disuatu pihak kita memiliki para 
ekonomi, banker, dan usahawan yang aktif dalam menggerakkan 
roda ekonomi, tetapi lupa membawa pelita agama karena memang 
tidak menguasai syari’at terlebih lagi fiqh muamalah secara 
mendalam. Di sisi lain, kita memiliki para kyai dan ulama yang 
menguasai secara mendapak konsep-konsep fiqh, ulumul Qur’an, 
dan disiplin ilmu lainnya tetapi kurang menguasai dan memantau 
fenomena ekonomi dan gejolak bisnis di sekelilingnya” akibatnya 
ada semacam tendensi ”biarlah kami mengatur urusan akhirat dan 
mereka mengatur urusan dunia. Padalah Islam adadah risalah 
dunia dan akhirat (Effendi, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut 
untuk menghindarkan dikotomi antara praktisi dan akademisi (ahli 
fiqh) maka pembahasan pada bab ini secara singkat akan 
menjelaskan tentang gambaran secara umum ekonomi syariah 
dimulai dari definisi ekonomi syariah, karakteristik ekonomi 
syariah, sumber-sumber hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip 
ekonomi syariah, dan larangan-larang dalam ekonomi syariah. 
Sehingga setelah membaca bab ini akan menambah wawasan 
keilmuan pembaca seputar ekonomi Islam secara umum. 
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1.2 Pengertian Ekonomi Syariah 
Definisi tentang ekonomi syariah telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli dengan redaksi yang berbeda-beda. 
Meskipun demikian, secara makna pada dasarnya para ahli 
tersebut memiliki kesamaan. Dalam bahawa Arab, ekonomi syariah 
seringkali diistilahkan degan al-iqthishad. al-iqthishad  secara 
bahasa artinya al-qashdu yang bermakna pertengahan dan 
berkeadilan. Sedangakan secara istilah didefinisikan sebagai aturan 
yang berkaitan dengan produksi, mendistribusikan, dan 
mengkonsumsinya (Mufid, 2017). Segala aspek ini dikerjakan 
secara berkeadilan, sehingga ekonomi syariah juga dikatakan 
sebagai ekonomi rakyat berkeadilan, bukan mengaktualisasi 
ekonomi konglomerat seprti halnya ekonomi kapitalis yang 
beriorentasi pada pemilik modal yang besar, dan bukan juga 
ekonomi otoriter seperti ekonomi sosialis yang hanya beriorentasi 
pada kebij mutlak oleh pemerintah dalam mengatur aspek 
perekonomian (Hidayatullah, 2020). Ekonomi syariah mengakui 
kepemilikan yang multijenis (multitype ownership) dengan batas-
batas tertentu. Koridor-koridor di dalam ekonomi syariah tidak 
hanya didasari atas hukum-hukum kenegaraan tetapi juga dari 
sumber hukum Islam, bahkan uniknya dalam ekonomi syariah 
terdapat nilai-nilai ketuhanan yang dimaknai sebagai dimensi 
pengawasan dan pusat pengendalian diri secara personal atas 
segala aktivitas yang dikerj oleh manusia. Hal ini sangat masuk akal 
karena orientasi ekonomi syariah bukan saja untuk dunia tetapi 
juga untuk akhirat.  

Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, ekonomi 
syariah lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. 
Meskipun pada awalnya terjadi pesimisme terhadap eksistensi 
ekonomi syariah ini dalam masyarakat yang dikerenakan adanya 
pemahaman tentang dikotomi antara agama dan keilmuan. Akan 
tetap saat ini sudah terkikis. Para ekonom barat pun telah 
mengakui keberadaan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang 
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memberkan warna kesejukan dalam perekonomian dunia (Thian, 
2021). Bahkan dalam kenyataannya lembaga-lembaga keuangan 
berbasis syariahpun sudah banyak beroperasi dinegara-negara 
barat. 

 

1.3 Karakteristik Ekonomi Syariah 
1.3.1 Ekonomi Ketuhanan 

Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah Swt dalam 
bentuk syari’at Islam (Prasetyo, 2018). Ekonomi syariah dalam 
posisinya sebagai ekonomi ketuhanan atau ekonomi ilahiya 
dimana titik awal atau seumber ekonomi syariah sendiri berasal 
dari Allah Swt. Kemudian manusan dalam menjalankan segalah 
aktifitas mu’amlah di muka bumi ini semata-mata ditujukan untuk-
Nya. 

 
1.3.2 Ekonomi Akhlak 

Akhlak adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan 
dalam ekonomi syariah. Bahkan posisi akhlak menempati posisi 
yang paling tertinggi. Dalam teori rancang bangun ekonomi syariah 
akhlah diposisikan sebagai atap dari bangunan ekonomi syariah. 
Kedudukan akhlak yang sangat tinggi dalam ekonomi syariah telah 
banyak digambarkan secara tersirat. Misalnya larangan menimbun 
harta (QS. At-Taubah: 34-35), larangan memakan harta secara 
bathil (QS. An-Nisa: 29), dan sebagainya. Larangan-larang seperti 
ini sebenarnya secara makna mengajak kepada manusia untuk 
menumbuhkan pribadi yang mulia yang tujuan akhirnya adalah 
mencipatakan roda perekonomian yang lebih berkemanusiaan 
atau perekonomian yang berakhlak. 
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1.3.3 Ekonomi Pertengahan 
Karakteristik ini menempatkan ekonomi syariah sebagai 

ekonomi yang dapat menyeimbangkan dua hal yang tidak boleh 
salah satunya diabaikan. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang 
mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, 
mampu menyeimbangkan antara hak milik pribadi dan umum, 
dalam hal ibadah dan mu’amalah. Dalam sistem Islam 
individualisme dengan sosialimme bertemu dalam bentuk yang 
harmonis. Dimana kebebasan Individu seimbang dengan 
kebebasan masyarakat. Bahkan menurut Yusuf Qardawi bahwa 
nilai pertengahan atau keseimbangan merupakan ruh atau jiwa 
dalam ekonomi syariah. 

 
1.3.4 Ekonomi Berkeadilan 

Konsep keadilan ekonomi dalam ekonomi Islam berbeda 
jauh dengan konsep ekonomi sosialis dan kapitalis. Konsep 
keadilan ekonomi dalam Islam selain didasarkan pada komitment 
spiritual juga didasakan atas konsep-konsep persaudaraan 
universal sesama manusia (Suryani, 2011). Sehingga ada 
keseimbangan a dunia dan akhirat. Atau dalam ekonomi syariah, 
harus mampu mewujudkan keseimbangan antara hubungan 
manusia dengan Allah swt. dan juga hubungan antara manusia 
dengan manusia lainnya. Tidak ada ekploitasi kekayaan yang 
berlebihan dan segala bentuk kejahatan-kejahatan ekonomi 
lainnya yang dapat mengganggu dan merusak makhluk lainnya di 
muka bumi ini. 

 

1.4 Sumber Hukum Ekonomi Syariah 
1.4.1 Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah suber hukum utama ekonomi syariah, di 
dalamnya terdapat al-ihlal yang berkaitan dengan ekonomi dan 
juga terdapat berbagai hukum-hukum yang berkaitan dengan 
ekonomi (Mardani, 2021). Al-Qur’an memiliki kedudukan yang 
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sangat tinggi sebagai sumber hukum ekonomi syariah dalam segala 
bentuk. Al-Qur’an sebagai sebagai sumber hukum dalam bidang 
ekonomi di wujudkan dalam aturan-aturan yang tertuang dalam 
kandungan al-Qur’an. Misalnya dalam QS. Al-Jumu’ah: 10: 

 

ًْتشَِشُوْا فًِ الْْسَْضِ  لٰىةُ فاَ فاَِراَ قضُِيتَِ الصَّ

َ كَثيِْشًا  ِ وَاركُْشُوا اللّٰه وَابْتغَىُْا هِيْ فضَْلِ اللّٰه

 تفُْلِحُىْىَ لَّعلََّكُنْ 
 
Terjemahnya: 

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, 
bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, 
dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu 
beruntung. (Departemen Agama RI, 2015). 

 
Ayat di atas merujuk kepada suatu perintah untuk 

mengerjakan pekerjaan dalam rangka mencari karunia Allah di 
muka bumi ini setelah menunaikan ibadah sholat. Makna ayat ini 
merujuk kepada pemaknaan yang bersifat keduniaan atau yang 
disebut dengan mu’amalah. Mu’amalah adalah salah satu bahasa di 
dalam al-Qur’an sebagai sarana untuk menghubungkan antara 
manusia dengan manusia lainnya dalam segalah bentuk dengan 
mengedepankan tolong-menolong (ta’awun) guna memenuhi 
segala kebutuhannya (Abidah, Saiban and Munir, 2022). Dalam 
aktifitas mu’amalah tentunya banyak hal yang akan dihadapi oleh 
manusia yang berkaitan dengan hukum halal, sunnah, makruh, 
mubah, dan haram. 

Merujuk kepada salah satu tujuan dari ekonomi Islam 
yaitu akhirat. Maka untuk dapat mewujudkan tujuan ini diperlukan 
rambu-rambu yang mengatur aspek ekonomi syariah. Segalah 
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bentuk dasar hukum yang diperlukan dalam menentukan hukum-
hukum muamalah tersebut bersumber dari al-Qur’an. 

 
1.4.2 Al-Hadist 

Al-Hadist adalah sumber hukum ekonomi syariah yang 
kedua. Di dalamnya terdapat berbagai aturan-aturan mu’amalah 
(Mardani, 2021). Keberadaan al-hadis salah satunya adalah untuk 
menjelaskan makna-makna yang yang tersirat dalam al-Qur’an. 
Banyak hadist yang berkaitan dengan mu’amalah. Misalnya hadis 
yang memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik 
milik pribadi ataupun milik umum serta tidak boleh mengnambil 
yang bukan miliknya. Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya 
(menumpukkan harta kalian, (mengambil harta kalian, 
mengganggu harta kalian haram hukumnya pada hari ini, bulan ini, 
dan di negeri ini...“ (HR. Bukhari). Dalam hadist yang lain yang 
menentang larangan menipu: “Barangsiapa yang menipu kami, 
maka tidak termasuk golongan kami“ (HR. Muslim). Dan banyak 
lagi hadist-hadist lain yang berkaitan dengan mu’amalah. 

 
1.4.3 Ijtihad 

Ijtihad adalah suatu usaha untuk mengerahkan sega 
potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam memperoleh hukum 
syar’i yang bersifat ’amalia melalui jalur istinbath. Atau dalam 
definisi yang lain disebutkan bahwa ijtihad adalah pengerahan 
kemampuan sesorang ahli di bidang fiqh untuk menghasilkan 
dugaan kuat tentang hukum syar’i (Najib, 2019). Dari definisi ini 
tentu dapat diketahui bahwa tidak semua manusia dapat 
berijtihad. Namun, ijtihad ini perlu dilakuan dalam ekonomi 
syariah jika suatu keadaan yang tidak memiliki dasar hukum yang 
jelas, atau dasar hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur;an dan 
al-Hadits. Salah satu contoh ijtihad yaitu penentuan awal 
ramadhan, atau hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan 
ekonomi di era digital seperti sekarang ini.  
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1.5 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah 
Secara garis besar, prinsip-prinsip ekonomi syariah 

sebagai berikut: 
1.5.1 Bumi dan isinya adalah Milik Allah 

Ekonomi syariah yang dibangun atas dasar syari’at Islam 
tentu sepenuhnya menyadari bahwa segala yang ada di langit dan 
yang ada dibumi beserta isinya adalah kepunyaan Allah Swt. 
Terlebih lagi dalam al-Qur’an Allah Swt telah menfirmankan dalam 
QS. Al-Baqarah: 284 bahwa Dialah pemilik langit dan bumi:  

 

ِ هَا فًِ السَّوٰىٰتِ وَهَا فًِ الْْسَْضِ ....  لِِلّه
 
Terjemahnya: 

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi... ((Departemen Agama RI, 2015) 

 
Ayat di atas menjadi penegas bahwa Allah Swt adalah 

pemilik yang hakiki atas bumi dan segala isinya. Sedangkan 
makhluk yang berada di atasnya hanya pemilik sementara saja. 

 
1.5.2 Harta adalah Pertanggungjawaban 

Bekaitan dengan poin pertama di atas, maka jelas bahwa 
kepemilikan sementara atas harta yang dimiliki di muka bumi ini 
pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana sabda 
Rasuulullah Saw bahwa: “Tidak akan bergeser tapak kaki seorang 
hamba pada hari Kiamat, sampai ia ditanya tentang empat perkara. 
(Yaitu) : tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya 
untuk apa ia gunakan, tentang hartanya darimana ia 
mendapatkannya dan kemanakah ia membelanjakannya, dan 
tentang ilmunya, apakah yang telah ia amalkan”. [HR At Tirmidzi] 

Adanya pertanggungjawaban atas kepemilikan harta ini 
akan menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam mencari dan 
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mengeluarkan harta yang dimilikinya. Kesadaran akan hal ini 
menjadi alat kontrol bagi seorang muslim dalam menjalankan 
suatu kegiatan muamalah. 

 
1.5.3 Islam mengakui multikepemilikan 

Pada pembahasan tentang karakteristik ekonomi syariah 
telah diuatarakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi 
pertengahan atau keseimbangan. Salah satu bentuk 
keseimbangannya karena mampu menyemimbangkan antara 
kepemilikan pribadi dan kepemilikan sosial. Hal ini sekaligus 
menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi 
lainnya. Sebab ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan 
pribadi sehingga memberikan kebebasan kepada individu untuk 
menjalankan roda perekonian secara bebas sampai pada batas-
batas yang larang oleh syari’at. Disamping itu juga, ekonomi 
syariah tetap mengakui adanya kepemiliki umum. Sehingga peran 
pemerintah juga sangat penting dalam mengatur jalannya 
perekonomian agar tetap seimbang. 

 
1.5.4 Menolak Ekploitasi Sumber Daya Secara Berlebihan 

Eksploitasi kekayaan secara berlebihan temasuk salah satu 
hal yang di larang dalam Islam. Hal ini tidak terlepas dari 
konsekuensi yang akan terjadi jika hal tersebut berlangsung dalam 
waktu yang panjang. Misalnya ekploitasi kekayaan alam yang 
berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan alam seperti longsor, 
kebakaran, kurangnnya sumber daya untuk kepentingan orang 
banyak seperti air bersih, dan berbagai bencana lainnya. Meskipun 
manusia merupakan makhluk Allah yang diberi kewenangan 
mengelola bumi ini, namun dalam pengelolaannya tersebut tidak 
boleh melampaui batas, sebab perbuatan yang melampui batas atas 
pengelolaan alam akan mengakibatkan kerusakan. Sebagaimana 
dalam QS. Ar-Rum: 41-42: 



 

Ekonomi Syariah        9 

ظَهَشَ الْفسََادُ فًِ الْبشَِّ وَالْبحَْشِ بوَِا كَسَبتَْ ايَْذِي 

ٌْ عَوِلىُْا لعَلََّهُنْ  الٌَّاسِ لِيزُِيْقهَُنْ بعَْطَ الَّزِ

 يشَْجِعىُْىَ 
Terjemahnya: 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal 
itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian 
dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar). (Departemen Agama 
RI, 2015) 

 
Ayat di atas sebagai bentuk peringatan kepada manusia 

bahwa jika dalam pengelolaan alam dilakukan secara berlebihan 
akan mengakibatkan kerusakan atas bumi ini. Dan akibat dari 
kerusakan tersebut juga akan dirasakan oleh manusia itu sendiri 
seperti longsor, banjir, alam yang tandus, kekeringan, udarah yang 
tercemar. Akibat yang dirasakan oleh manusia ini sebagai bentuk 
teguran kepada manusia apabila tidak mengelola dan melestarikan 
alam dengan baik. Karena pada dasarnya kebebasan yang 
diberikan kepada manusia untuk mengelola alam ini yaitu untuk 
menjadi bekal ibadah kepada Allah SWT. 

 
1.5.5 Saling Peduli 

Prinsip saling peduli dalam system ekonomi syariah bukan 
lagi hal yang baru. Ekonomi syariah sangat memperhatikan prinsip 
saling peduli antara sesama. Prinsip ini diwujudkan dalam 
kewajiban yang dibebankan kepada yang memiliki harta lebih 
kepada yang berkekurangan dalam bentuk zakat, infaq, dan 
sedekah. Bahakn jika harta telah mencapai nisab dan haulnya maka 
menjadi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Prinsip ini secara 
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makna tujuannya untuk meumbuhkan sikap peduli terhadap 
sesame makhluk Allah SWT. di muka bumi ini. 

 

1.6 Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi 
Konvensional 

1.6.1 Ekonomi Kapitalis 
Ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem ekonomi 

yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap individu 
untuk melaksankan kegiatan perekonomian seperti produksi 
barang, mendistribusikan barang, dan mengonsumsi barang, serta 
berbagai aktifitas ekonomi lainnya (Lidyana, 2015). Dalam sistem 
perekonomian ini, peran pemerintah sangat minim. Meskipun 
pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam memastikan 
kelancaran roda perekonomian. Peran individu dalam sistem ini 
sangat besar. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis yang 
dijalankannya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. 
Diantara ciri-ciri negara yang menganut sistem perekonomian ini 
yaitu: 
1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi 
2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar 
3. Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, 

yang selalu mengejar kepentingan (keuntugnan) sendiri 
4. Paham individualisme yang didasarkan materialisme, 

warisan saman Yunani Kuno (disebut hedonisme). 
 

1.6.2 Ekonomi Sosialis 
Ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang 

dimana roda perekonomian dipegang penuh oleh pemerinta. 
Sistem ekonomi ini seringkali disebut sebagai sistem ekonomi 
terpusat. Karen segala sesuatu harus diatur oleh negara dan 
dikomandokan dari pusat (Effendi, 2019). Sistem ini dibangun atas 
dalih bahwa untuk mewujudkan kemakmuran yang merata di 
masyarakat, perekonomian harus diatur oleh pemerintah. Sehingga 
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peran individu dalam negara yang menganut sistem ini sangat 
terbatas. Kreatifitas ekonomi menjadi sangat lambat. Diantara ciri-
ciri negara yang menganut sistem ekonomi sosialis yaitu: 
1. Kepemilikan harta dikuasai oleh negara 
2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam 

melaksanakan aktivitas ekonomi 
3. Disiplin politik yang tegas dan keras 
4. Setiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya 
5. Segala bentuk proyek pembangunan dilaksanakan oleh 

negara. 
 

1.6.3 Ekonomi Syariah 
Ekonomi syari’ah adalah suatu sistem perekonomian yang 

dijalankan berdasarkan syari’at Islam (Jasri, 2018). Segala bentuk 
aktivitas perekonomian yang dijalankan di dalamnya tidak boleh 
bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh 
syari’at. Menurut M.A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat 
yang di Ilhami oleh nilai-nilai Islam (syari’at) (Mannan and 
Nastangin, 1997). Sebagian pendapat mengatakan bahwa ekonomi 
syariah adalah ekonomi pertengahan. Salah satu bentuk 
pertengahan dalam sistem ekonomi syariah yaitu diakuinya 
segalah bentuk kepemilikan. Baik kepemilikian individu maupun 
kepemilikan umum dengan batas-batas yang dibolehkan oleh 
syari’at. Diantara ciri-ciri sistem ekonomi syariah tercermin dalam 
prinsip-prinsipnya sendiri sebagaimana di bahas pada poin 1.5 di 
atas. 

 

1.7 Larangan dalam Ekonomi Syariah 
Secara umum, larangan dalam ekonomi syariah dibedakan 

dalam dua kategori. Yang pertama larangan karena zatnya yang 
disebabkan oleh objek transaksinya sendiri seperti babi, khamr, 
narkoba, dan sebagainya. Kedua larangan selain zatnya yang 
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disebabkan karena cara bertransaksinya (Qasim, 2004). Bentuk-
bentuk transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah karena cara 
transaksinya yaitu: 
1.7.1 Larangan Riba 

Larangan riba merupakan penghapusan ketidakadilan 
dalan segalah bentuk transaksi ekonomi syariah (Misbach, 2020). 
Larangan-larang ini ditujukan untuk melindungi kemashlahatan 
baik dari aspek akhlak, masyarakat, maupun perekonomian 
negara, karena riba akan meningkatkan harga barang secara tidak 
normal dan tentu saja akan sangat mempengaruhi neraca 
pembayaran suatu negara. Akibatnya inflasi negara tersebut akan 
meningkat yang berdampak kepada seluuruh lapisan masyarakat 
terutama yang berada pada tataran ekonomi kebawah. 

Al-Qur’an secara tegas melarang segalah bentuk transaksi 
yang mengandung unsur riba. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang 
menjelaskan tentang keharaman riba. Misalnya QS. Ar-Ruum: 39 
sebagai bentuk peringatan bahwa transaksi yang mengandung 
unsur riba tidak akan berkembang (berkah). Dalam QS. An-Nisa: 
160-161 tentang isyarat keharaman transaksi riba, QS. Ali-Imran: 
130 tentang haramnya riba yang berlipat ganda, serta dalam QS. Al-
Baqarah: 275, 278-279 tentang diharamkannya riba dalam segala 
bentuk. 

 
1.7.2 Larangan Gharar 

Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak 
diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat diserahterimakan 
pada saat transaksi dilakukan. Gharar pada dasarnya mengacu 
kepada ketidakpastian yang disebabkan ketidakjelasan baik objek 
yang diperjanjikan maupun harga dari objek tersebut dalam akad 
yang dilakukan. Gharar juga dapat diartikan sebagai kontrak jual-
beli dimana terdapat ketidakjelasan atau ambigu dalam substansi 
isi perjanjian atau objeknya (Rudiansyah, 2020). Kadar dari gharar 
ada yang sedikit, sedang, dan juga berat. Sehingga sebagian ulama 
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mendefinisikan bahwa gharar adalah segala sesuatu yang diyakini 
adanya, tetapi diragukan kesempurnaanya. Contoh-contoh 
transaksi yang mengandung unsur gharar yaitu menjual buah di 
pohonnya sebelum layak untuk dipetik, menjual ikan dalam kolam 
yang belum diketahui secara pasti kualitas dan kuantitas dari 
jumlah ikan yang ada di dalamnya, dan transaksi-transaksi 
semisalnya. Bahkan diera digitalisasi seperti sekarang ini, transaksi 
gharar sangat rawan terjadi. Karena objek yang ditransaksikan 
bahkan orang yang bertransaksi tidak berapa pada satu tempat 
yang sama. 

 
1.7.3 Larangan Maysir 

Maysir yaitu segala bentuk perpindahan harta dari suatu 
pihak ke pihak lain dalam bentuk permintaan dimana salah satu 
pihak diuntungkan dari transaksi tersebut sedangkan pihak 
lainnya dirugikan (Yunus, 2012). Maysir juga diistilahkan dengan 
judi, seperti taruhan uang pada permainan sepak bola, badminton, 
pacuan kuda, permainan kartu, dan semisalnya. Pelarangan 
terhadap maysir tidak terlepas dari dampak negatif yang akan 
ditimbulkan dari transaksi maysir jika dijalankan. Karena dalam 
kasus perjudian, seseorang ditempatkan pada kondisi dapat 
untung dan rugi secara tidak normal. Maysir atau perjudian tidak 
sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang meripakan 
prinsip ekonomi syariah, oleh karena itu maysir diharampkan. 
Selain hal tersebut, seseorang yang terlibat dalam transaksi judi 
akan menyebabkan candu dan sifat malas untuk bekerja. Al-Qur’an 
secara tegas mengharamkan transaksi yang mengandung unsur 
maysir dengan memposisikan setara dengan khamar, berhalah, 
serta dikategorikan sebagai perbuatan keji. QS. Al-Maidah: 90: 
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ا اًَِّوَا الْخَوْشُ وَالْوَيْسِشُ  يٰٰٓايَُّهَا الَّزِيْيَ اٰهٌَىُْٰٓ

يْ عَوَلِ  ًْصَابُ وَالْْصَْلَْمُ سِجْسٌ هِّ وَالَْْ

 الشَّيْطٰيِ فاَجْتٌَبِىٍُُْ لعَلََّكُنْ تفُْلِحُىْىَ 
 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, 
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah 
perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. 
Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar 
kamu beruntung. 

 
Berdasarkan ayat di atas maka jelas bahwa maysir 

merupakan transaksi yang dilarang di dalam Islam bahkan 
termasuk dalam perbuatan yang keji dan termasuk dalam 
perbuatan setan. Dalam ayat di atas juga menjelaskan bahwa 
undian nasib juga termasuk dalam kategori yang keharamannya 
setara dengan maysir.  
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BAB 2 
KONSEP HALAL DAN HARAM 
DALAM EKONOMI SYARIAH 
 
Oleh Rusydi Fauzan 
 
2.1 Pendahuluan 

Pada ekonomi islam konsep halal memainkan peranan 
yang sangat penting dan signifikan terutama dalam pengembangan 
bisnis dan ekonomi umat. Setiap transaksi dan kegiatan dalam 
bisnis dan ekonomi harus dipastikan kehalalannya. Dimana 
seluruh transaksi harus dipastikan mengikuti syariat islam 
berdasarkan Al Quran dan Hadits, transaksi sesuai dengan 
peraturan yang diperbolehkan pemimpin, dan tidak melanggar 
berbagai prinsip islami. 

Pada ekonomi islam konsep halal sudah mulai dipahami 
oleh banyak pihak dan telah membantu mereka dalam berperilaku 
dan mengambil berbagai keputusan dalam setiap aktifitas 
ekonomi. Seluruh kegiatan yang berlawanan dengan ajaran islam 
dan dinyatakan haram harus dihindari dan dihilangkan seperti 
riba, perjudian, spekulasi, dan penipuan. 

Islam juga melarang berbagai kegiatan ekonomi pada 
produk haram dan produk yang tidak jelas statusnya seperti 
alkohol, daging haram, perjudian, dan produk lainnya. 

Untuk itu adanya sertifikasi halal sangat penting dalam 
membantu masyarakat menilai apakah produk dan industri 
tersebut sudah sesuai dengan syariat islam. Pelabelan produk halal 
juga memainkan peranan penting, apalagi saat ini transaksi bisnis 
sudah bersifat lintas negara dengan konsumen yang semakin 
bervariatif. 
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Untuk itu sangat penting untuk mempelajari konsep halal, 
mengembangkannya, dan mensosialisasikan kepada banyak pihak, 
sehingga pada akhirnya dapat memberikan banyak pengaruh 
positif kepada banyak pihak. 
 

2.2 Konsep Halal dalam Ekonomi Islam 
Prinsip halal merupakan hal dasar dan fundamental di 

dalam ekonomi islam. Prinsip halal sangat mempengaruhi seluruh 
aktifitas yang dilaksanakan dalam ekonomi islam. 

Di dalam praktek ekonomi islam seluruh aktifitas harus 
mematuhi seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku, 
menerapkan prinsip etis dan sesuai norma, dan bertanggung jawab 
secara sosial terhadap seluruh dampak yang terjadi. 

Konsep halal sangat penting dan harus diterapkan dalam 
seluruh aktifitas ekonomi seperti transaksi di bidang keuangan, 
dan perdagangan baik secara langsung maupun secara online. 
Berikut adalah beberapa prinsip halal yang harus diterapkan dalam 
setiap kegiatan ekonomi islam oleh seluruh muslim (Wilson, 2018), 
dan (Miftah, 2019): 
1. Bebas riba (prohibition of interest)  

Dalam islam diharamkan untuk membayar bunga, karena 
kegiatan itu tidak saja merugikan pihak yang meminjam 
tetapi merusak tatanan ekonomi secara keseluruhan. 
Sebaliknya islam merekomendasikan konsep berbagi 
resiko (risk sharing) dan berbagi laba (profit sharing) yang 
lebih adil dan menguntungkan seluruh pihak. 

2. Berbagi resiko (risk sharing) 
Konsep keadilan adalah hal yang sangat penting dalam nilai 
islam. Untuk itu seluruh pelaku ekonomi diminta untuk 
bisa beraktifitas adil seperti berbagi resiko dan reward 
untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya 
pelaksanaan kegiatan ekonomi itu harus dalam bentuk 
kontrak yang jelas, spesifik, adil, dan menguntungkan, 
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terkait dengan kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan 
masing-masing pihak. 

3. Bebas gharar (prohibition of uncertainty) 
Kegiatan ekonomi yang tidak pasti sangat dilarang di dalam 
islam. Sehingga seluruh pihak harus mengetahui dengan 
baik kontrak dan perjanjian yang mereka laksanakan dan 
siap dengan seluruh resiko yang dihadapi di masa depan. 

4. Bebas maysir (prohibition of speculative activity) 
Kegiatan ekonomi yang bersifat spekulasi, permainan, 
taruhan dan perjudian sangat dilarang di dalam islam. Hal 
ini dikarenakan kegiatan tersebut sangat merusak dan 
merugikan kegiatan perekonomian serta tidak produktif 
dan tidak membawa kemaslahatan bagi banyak pihak. 

5. Investasi yang beretika (ethical investment) 
Setiap investasi dan bisnis yang dilaksanakan dalam islam 
itu harus memiliki etika dimana investasi dilaksanakan 
pada produk halal dan secara sosial dapat 
dipertanggungjawabkan. Selain seluruh proses 
pelaksanaan investasi juga tidak terdapat berbagai 
kegiatan haram di dalamnya. 

6. Perdagangan yang adil (fair trade) 
Transaksi ekonomi di dalam islam harus dilaksanakan 
secara adil, jujur, dan transparan. Semua pihak harus 
memahami bahwasanya mereka harus menjaga dengan 
baik kepercayaan saudara mereka dalam berbisnis. Islam 
sangat melarang bisnis yang curang, penuh tipu daya, dan 
merugikan orang lain. 

7. Zakat  
Islam menyuruh seluruh umatnya untuk menyisihkan 
sebagian harta dan kekayaan mereka untuk zakat. Setiap 
laba yang mereka dapatkan terdapat hak penerima zakat di 
dalamnya. Sehingga dengan adanya zakat dapat 
meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh masyarakat. 
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8. Perlindungan konsumen (consumer protection) 
Islam menyuruh setiap pelaku bisnis untuk memberikan 
produk terbaik yang sehat, aman, dan bermanfaat banyak 
bagi konsumen. Perbuatan menipu dan menyesatkan 
terutama dalam praktek marketing yang tidak baik sangat 
dilarang dalam islam. Pemimpin harus menjamin 
perlindungan terhadap seluruh konsumen yang ada dalam 
wilayahnya. 

9. Tanggung jawab sosial (social responsibility) 
Ekonomi islam menyuruh seluruh pelaku bisnis dalam 
melaksanakan bisnis tak hanya mengutamakan 
keuntungan ekonomi tetapi juga bertanggung jawab secara 
sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal 
ini seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat, 
memberikan bantuan pendidikan, memberikan bantuan 
kesehatan, dan mendukung seluruh kegiatan amal yang ada 
di tengah masyarakat. 

10. Ekonomi berbasis aset (asset-backed finance) 
Islam sangat menekankan kegiatan ekonomi berbasis aset 
real yang jelas. Seluruh harta umat muslim diputar dalam 
bisnis nyata yang real dan berdampak jelas, tidak 
menggunakan aspek spekulasi yang tidak nyata seperti 
bunga bank dan perjudian. Bisnis harus menciptakan aset-
aset baru yang mensejahterakan masyarakat. 

 
Pada akhirnya seluruh kegiatan yang ada dalam ekonomi 

islam mengajak seluruh pelakunya untuk berprilaku secara etis, 
adil, dan mempunyai tanggung jawab sosial. Semua pihak 
penyelenggara menyediakan berbagai fasilitas dan praktek di 
bidang ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan nilai islam 
untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara individu dan 
masyarakat secara keseluruhan. 
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2.3 Literasi Keuangan Syariah 
Pemahaman terhadap halal di dalam ekonomi syariah juga 

terkait pada seberapa baik literasi keuangan syariah seorang 
muslim. Literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan dan 
pemahaman tentang konsep dan prinsip keuangan syariah yang 
sesuai dengan syariat islam. Literasi keuangan syariah akan sangat 
berpengaruh kepada berbagai pengambilan keputusan yang 
dilaksanakan dalam bidang keuangan dan mempengaruhi berbagai 
praktek keuangan di dalam keuangan, terutama pada penciptaan 
produk dan jasa yang diberikan oleh para penyelenggara keuangan 
syariah. 

Begitu banyak komponen literasi keuangan syariah 
menurut berbagai ahli, namun terdapat lima komponen utama 
literasi keuangan syariah yang cukup berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan terkait penggunaan konsep halal dalam 
sehari-hari (Rahim, Rashid and Hamed, 2016), (Ahmad et al., 
2020), dan (Ayub, 2007) yaitu: 
1. Pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah 

Semakin baik pemahaman seorang muslim terhadap 
prinsip keuangan syariah, maka akan berpengaruh 
terhadap penggunaan konsep halal dalam kehidupan 
dalam kehidupan.  

2. Kepedulian terhadap produk dan jasa keuangan syariah 
Semakin tinggi kepedulian muslim dalam menganalisa 
berbagai produk yang akan mereka konsumsi, maka juga 
akan semakin tinggi keinginan untuk melihat konsep halal 
yang ada di dalam produk tersebut. 

3. Kemampuan untuk mengevaluasi berbagai produk dan jasa 
keuangan syariah 
Seorang muslim setiap mengkonsumsi produk dan jasa, 
akan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja produk dan 
jasa tersebut, termasuk melihat konsep halal yang 
digunakan. 
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4. Pengetahuan mengenai zakat 
Pemahaman yang baik terhadap konsep zakat juga turut 
serta berpengaruh kepada penggunaan konsep halal yang 
akan digunakan oleh seorang muslim. Muslim yang taat 
membayar zakat dan berbagai instumen ekonomi islam 
lain, lebih cenderung akan memaksimalkan konsep halal. 

5. Kemampuan mengelola keuangan individu sesuai syariah 
Kemampuan mengelola keuangan individu dan rumah 
tangga juga turut berpengaruh terhadap penggunaan 
konsep halal dalam kehidupan seorang muslim. 

 
Semakin baik pemahaman literasi keuangan syariah 

seorang muslim, sangat berperan besar dalam meningkatkan 
persentase penggunaan produk dan jasa halal. 

 

2.4 Pentingnya Konsep Halal Untuk 
Disebarluaskan Kepada Masyarakat 

Konsep halal dalam ekonomi islam sangat penting dan 
mendasar, yang memastikan aktifitas ekonomi dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip dan nilai islam. 

Menurut (Kamali, 2008) dan (Obaidullah, 2012), 
setidaknya terdapat empat point penting kenapa konsep halal 
harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat:  
1. Memastikan setiap muslim mengkonsumsi produk dan jasa 

yang halal. 
Setiap muslim harus memastikan seluruh produk dan jasa 
yang dikonsumsi sudah halal dan sesuai syariat. Beberapa 
langkah yang dapat dilaksanakan muslim sebelum 
mengkonsumsi produk dan jasa yang halal yaitu sebagai 
berikut: 
1) Memeriksa label halal dari produk, dan memastikan 

produk sudah halal terlebih dahulu. 
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2) Memastikan seluruh proses produksi atau jasa yang 
dilaksanakan tidak melanggar syariat islam. 

3) Menghindari produk yang sudah benar nyata 
haramnya seperti babi, alkohol, riba, dan lain 
sebagainya. 

4) Menanyakan kepada para penjual tentang kehalalan 
produk yang dijual. 

5) Memastikan produk dan jasa yang dikonsumsi tidak 
merusak lingkungan dan merugikan orang lain. 

2. Memastikan seluruh transaksi ekonomi sudah halal dan 
sesuai dengan syariat islam. 
Setiap muslim harus memastikan transaksi ekonomi sudah 
sesuai dengan syariat. Beberapa langkah yang dapat 
digunakan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan 
transaksi ekonomi yaitu sebagai berikut: 
1) Sebelum memulai transaksi, sangat penting untuk 

mengetahui prinsip ekonomi islam, seperti larangan 
riba, spekulasi, dan larangan lainnya. 

2) Sebelum memulai transaksi pastikan bahwasanya 
informasi mengenai produk dan jasa sudah diperoleh 
dengan lengkap dan tidak ada satupun transaksi yang 
melanggar syariat islam. 

3) Menggunakan instrumen ekonomi di bank dan 
lembaga keuangan syariah yang sudah dijamin oleh 
dewan pengawas syariah. 

4) Melaksanakan evaluasi setelah transaksi selesai 
dilaksanakan dan memastikan seluruh proses telah 
sesuai dengan prosedur. 

3. Memastikan proses bisnis dan perdagangan sesuai dengan 
nilai dan prinsip islam. 
Begitu juga sebelum melaksanakan kegiatan bisnis dan 
berdagang setiap muslim harus memastikan kegiatan 
perdagangan sudah dilaksanan dengan benar. 
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Langkah yang dapat dilaksanakan seorang muslim yang 
akan berbisnis dan berdagang: 
1) Memahami prinsip ekonomi islam seperti menghindari 

riba, tidak berspekulasi, dan berbagi resiko. 
2) Menjaga integritas dalam bisnis dan memastikan setiap 

tindakan mendahulukan kejujuran, transparansi, 
keadilan, dan kebermanfaatan untuk setiap pihak. 

3) Menhindari bisnis haram seperti babi, alkohol, 
perjudian dan lain sebagainya. 

4) Membayar zakat untuk membersihkan harta dari 
kegiatan bisnis dan dagang. 

5) Mengevaluasi kegiatan bisnis yang mengacu kepada 
syariat islam. 

4. Memastikan sistem ekonomi yang digunakan secara 
keseluruhan sudah sesuai dengan syariat islam. 
Sistem ekonomi adalah sebuah hal yang sangat kompleks 
dan membutuhkan partisipasi semua pihak untuk 
mengubahnya. 
Langkah yang dapat dilaksanakan seorang muslim untuk 
menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik sesuai syariat 
islam: 
1) Setiap muslim memperkuat pemahaman tentang 

prinsip-prinsip ekonomi islam dan mampu 
mensosialisasikan kepada seluruh pihak. 

2) Menerapkan seluruh prinsip-prinsip ekonomi islam 
dalam kehidupan sehari-hari seperti menjauhi riba, 
dan praktek ekonomi terlarang lainnya. 

3) Mendorong pengembangan lembaga keuangan islam 
dengan melaksanakan transaksi disana dan 
menghindari lembaga keuangan yang konvensional 
yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam. 

4) Membantu pengawasan agar seluruh lembaga 
keuangan islam tetap berjalan sesuai syariat dan 
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meningkatkan kualitas produk dan jasa yang sesuai 
dengan syariat islam. 
 
Konsep halal harus disebarluaskan kepada seluruh umat 

muslim karena hal ini terkait dengan penggunaan berbagai sumber 
daya dalam kehidupan untuk berbagai kepentingan umat. Jika 
sistem yang digunakan baik, maka akan membawa banyak manfaat 
kepada seluruh pihak dalam aktifitas ekonomi. 

 

2.5 Sektor Industri Ekonomi Halal 
Umat muslim melalui berbagai organisasi yang 

menaunginya di indonesia harus mengawasi seluruh produk dan 
jasa yang diperjualbelikan di tengah masyarakat. Serta pihak yang 
bertanggung jawab dan memiliki kewenangan harus senantiasa 
melaksanakan audit dari label halal yang telah beredar di 
indonesia. 

Setidaknya terdapat delapan sektor industri yang banyak 
menggunakan label halal dalam praktek kesehariannya menurut 
(Wilson, 2014) dan (Mas’ad and Wakil, 2020) yaitu: 
1. Industri pangan 

Semua produk makanan yang akan dikonsumsi harus 
terbebas dari zat yang diharamkan. Penilaiannya dimulai 
dari produksi, proses pengolahan, dan distribusinya di 
tengah masyarakat. Semuanya harus sesuai dengan syariat 
dan terbebas dari zat yang sifatnya haram dan dilarang. 

2. Industri farmasi 
Semua produk obat-obatan dan produk kesehatan harus 
memiliki keterangan yang jelas, mulai dari bahan baku dan 
proses produksinya harus sesuai dengan syariat islam. 
Serta harga obat yang ditetapkan harus disesuaikan 
dengan biaya produksi dan kemampuan masyarakat. 

3. Industri kosmetik 
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Semua produk yang kosmetik seperti skin care, hair care, 
dan make up, keseluruhan komposisi tidak mengandung 
bahan yang dilarang dalam hukum islam seperti alkohol 
dan zat lain yang diharamkan. 

4. Industri fashion dan tekstil 
Semua produk fashion atau pakaian harus menggunakan 
bahan baku yang sesuai dengan syariat islam. Model 
pakaian yang dibuat juga harus bisa menutup aurat dan 
menjaga kehormatan pemakainya. 

5. Industri wisata dan perjalanan 
Semua produk dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan 
mulai dari hotel, makanan, dan berbagai fasilitas lainnya, 
harus sesuai dengan aturan syariat islam. 

6. Industri keuangan 
Semua produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga 
keuangan harus sesuai dengan hukum islam dan 
masyarakat lebih dianjurkan bertransaksi pada lembaga 
keuangan islam yang telah disertifikasi oleh dewan 
pengawas syariah nasional. 

7. Industri e-commerce 
Semua produk dan jasa serta proses dalam e-commerce 
harus mengikuti prinsip islami. Terutama transaksi yang 
dilaksanakan harus jelas, adil, dan bermanfaat untuk setiap 
pihak 

8. Industri hiburan 
Semua produk dan jasa yang ditawarkan dalam konsep 
hiburan tidak boleh melanggar syariat islam, seperti 
hiburan yang berorientasi maksiat, menghabiskan waktu, 
dan berdampak buruk terhadap kehidupan para 
konsumen. 

 
Dengan jelasnya konsep halal dalam setiap produk yang 

akan dipasarkan di tengah konsumen, akan sangat membantu dan 
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memudahkan konsumen untuk memilih produk yang terbaik dan 
memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. 

 

2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan 
Produk dan Jasa Halal 

Untuk meningkatkan konsumsi produk dan jasa berlabel 
halal di tengah masyarakat maka perusahaan dan pihak terkait 
lainnya harus mengetahui dengan baik faktor yang mempengaruhi 
tingkat pemakaian produk dan jasa halal di tengah konsumen. 

Menurut (Awan, Siddiquei and Haider, 2015), (Ali et al., 
2017), dan (Elseidi, 2018), terdapat beberapa faktor yang 
memberikan pengaruh terhadap pemakaian produk halal di tengah 
masyarakat yaitu: 
1. Relijiusitas 

Tingkat pemahaman tentang agama seorang konsumen 
sangat mempengaruhi pembelian produk halal. Semakin 
tinggi pemahaman tentang keagamaan maka akan semakin 
tinggi keinginan untuk menggunakan produk dan jasa 
halal. 

2. Sertifikasi Halal 
Konsumen akan cenderung membeli produk dan jasa 
dengan label halal untuk kualitas dan harga yang relatif 
sama. Dengan adanya sertifikasi halal akan meningkatkan 
kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi produk dan 
jasa. 

3. Kualitas Produk 
Kualitas produk sangat memainkan peranan penting dalam 
alasan pemilihan produk. Konsumen bersedia membeli 
produk halal dengan harga yang lebih tinggi selama 
menawarkan produk yang memiliki kualitas yang tinggi 
pula. 

4. Harga 
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Harga sangat diperhatikan oleh konsumen. Konsumen 
tetap akan membeli produk dan jasa halal dengan harga 
yang tinggi selama ada bukti dan garansi seluruh proses 
sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat dan hukum 
islam  

5. Pengaruh sosial 
Pengaruh sosial yang datang dari keluarga, teman dekat, 
dan lingkungan sekitar konsumen sangat berperan penting. 
Jika penggunaan produk dan jasa halal bisa meningkatkan 
hubungan sosial mereka maka produk dan jasa halal akan 
terus dikonsumsi oleh konsumen. 

 
Kegiatan penggunaan produk dan jasa halal tidak semata-

mata hanya ditujukan untuk kegiatan konsumsi untuk memenuhi 
kebutuhan, tetapi juga ada aspek menerapkan syariat agama, aspek 
sosial kehidupan di tengah masyarakat, dan nilai lebih lainnya yang 
akan didapatkan oleh konsumen jika mereka mengkonsumsi 
produk dan jasa halal. 

Untuk itu seluruh perusahaan yang memproduksi produk 
dan jasa halal, harus memahami berbagai aspek khusus dan 
berbeda tersebut, dan mampu memberikan seluruh fitur kelebihan 
tersebut dalam produk dan jasa yang akan mereka tawarkan. 

 

2.7 Proses Sertifikasi Halal 
Sebagai umat muslim tidak saja hanya harus 

mengkonsumsi produk dan jasa halal, tetapi juga harus mengetahui 
dengan baik bagaimana proses sertifikasi halal tersebut 
dilaksanakan. 

Setidaknya terdapat lima proses yang harus dilaksanakan 
oleh setiap perusahaan jika ingin produk mereka mendapatkan 
sertifikasi halal dari institusi penerbit sertifikasi halal menurut 
(Noordin, Noor and Samicho, 2014), (Asa and Azmi, 2018) dan  
(Hidayat and Siradj, 2015) yaitu: 
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1. Mengisi Aplikasi Pengajuan Sertifikasi 
Perusahaan harus mengisi aplikasi pengajuan sertifikasi 
dan melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan. 

2. Review Dokumen 
Institusi penerbit akan mengecek seluruh kelengkapan 
aplikasi dan dokumen pendukung yang telah dikumpulkan 
oleh perusahaan. 

3. Inspeksi Lokasi Produksi 
Setelah semua dokumen lengkap dan sesuai dengan 
persyaratan, maka tim inspeksi dari institusi penerbit akan 
mendatangi perusahaan, untuk menilai tingkat kelayakan 
halal di perusahaan tersebut. Aspek yang sangat dinilai 
antara lain proses produksi atau operasional, bahan baku, 
bahan pendukung, kemasan, proses pelabelan, dan aspek 
lainnya. 

4. Proses Pengambilan Keputusan 
Setelah inspeksi selesai seluruh tim akan rapat dan 
mengumpulkan seluruh data untuk memutuskan secara 
skoring apakah perusahaan tersebut sudah layak untuk 
mendapatkan sertifikat halal. 

5. Pengawasan Berkelanjutan 
Setelah sertifikat halal diberikan, selanjutnya perusahaan 
dan institusi penerbit sertifikasi akan membuat kegiatan 
pengawasan secara berkala untuk menjaga kualitas halal 
yang telah diberikan sebelumnya. 

 
Di dalam setiap negara bisa jadi mekanisme dan proses 

sertifikasi memiliki proses dan langkah berbeda. Selain itu di dalam 
suatu negara juga bisa ada lebih dari satu organisasi yang 
memberikan rekomendasi halal. Untuk itu sangat penting bagi 
perusahaan untuk melaksanakan survey dan analisa terlebih 
dahulu sebelum memilih institusi penerbit halal yang akan 
dipercaya. 
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2.8 Ekosistem Halal 
Untuk terciptanya implementasi halal di tengah 

masyarakat maka dibutuhkan sebuah ekosistem halal yang 
didukung oleh seluruh pihak terutama lembaga yang memiliki 
kewenangan yang lebih tinggi. 

Menurut (Randeree, 2019), (Utomo et al., 2020), dan 
(Rachman, 2019), terdapat beberapa aspek yang harus 
diperhatikan jika ingin memperkuat ekosistem halal di sebuah 
negara yaitu: 
1. Institusi Penerbit Sertifikasi Halal 

Institusi penerbit sertifikasi halal harus memastikan dan 
melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan 
seluruh produk dan jasa sudah benar halal adanya, 
mengacu kepada seluruh hukum dan syariat islam.  

2. Pemilik Bisnis 
Pemilik bisnis tidak saja dituntut untuk dapat memberikan 
produk dan jasa halal kepada masyarakat, tetapi juga 
melakukan seluruh tata kelola dan manajemen yang sesuai 
dengan syariat islam. 

3. Asosiasi Bisnis 
Asosiasi bisnis dari setiap sektor industri juga akan 
memberikan banyak sekali masukan dan pengembangan 
terhadap produk dan jasa halal dan pengelolaan organisasi 
yang lebih baik, sesuai kebutuhan dan keinginan 
konsumen. 

4. Lembaga Keuangan 
Lembaga keuangan juga turut membantu seluruh 
pembiayaan dan transaksi yang sesuai dengan prinsip dan 
hukum ekonomi islam dan mempercepat 
terimplementainya ekosistem halal di masyarakat.  

5. Lembaga Pengawas Pemerintah 
Lembaga pengawas pemerintah  terutama seperti Otoritas 
Jasa Keuangan dan lembaga lainnya, turut menyusun 
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seluruh regulasi yang memudahkan dan melancarkan 
implementasi ekosistem halal di indonesia. 

6. Lembaga Riset dan Universitas 
Lembaga riset dan universitas terus melaksanakan riset 
untuk mengetahui perkembangan produk dan jasa halal di 
masyarakat dan memberikan berbagai rekomendasi 
pengembangan ekosistem halal di masa depan. 

7. Organisasi Kemasyarakatan 
Organisasi kemasyarakatan ikut menyuarakan aspirasi 
konsumen terutama perlindungan terhadap hak-hak 
konsumen dengan memberikan masukan dan 
pengembangan seluruh produk yang beredar di tengah 
masyarakat kepada pihak terkait. 

 
Untuk menciptakan ekosistem halal yang berjalan baik 

merupakan sebuah pekerjaan yang sangat kompleks dan 
melibatkan banyak pihak mulai dari proses produksi, distribusi, 
konsumsi, sertifikasi, dan pengawasan produk dan jasa halal. Untuk 
itu diperlukan keterlibatan seluruh pihak dan fasilitator dari 
pemerintah untuk seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana 
dengan baik dan berkelanjutan. 

 

2.9 Tantangan Industri Halal 
Untuk menjadikan industri halal dapat terlaksana 

sepenuhnya tentunya pelaku industri halal dan seluruh pihak 
terkait menghadapi begitu banyak tantangan. 

Menurut (Buang and Mahmod, 2012), (Fathoni, 2020), dan 
(Ardiani Aniqoh and Hanastiana, 2020), setidaknya terdapat 
sepuluh tantangan yang akan ditemui dalam mengembangkan 
industri halal yaitu: 
1. Kurangnya standar globalisasi 

Selama ini standarisasi halal hanya diberikan oleh institusi 
yang berasal dari dalam negeri, sehingga produk hanya 
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ditujukan untuk pasar lokal saja. Jika produk sudah 
memiliki standar halal dari institusi internasional tentunya 
produk bisa dipasarkan lebih luas lagi (Nugraha et al., 
2023), (Fauzan, Hafidah, et al., 2023), dan (Muniarty et al., 
2023).  

2. Biaya sertifikasi yang tinggi 
Biaya sertifikasi yang tinggi membuat belum seluruh 
perusahaan bisa mengurus sertifikasi halal kepada institusi 
penerbit sertifikasi halal. Sebaiknya pemerintah 
memberikan bantuan atau regulasi kepada perusahaan 
yang memiliki keterbatasan biaya untuk pengurusan 
sertifikasi halal. Kompetitifnya biaya di setiap industri akan 
membuat industri tersebut cepat berkembang (Fauzan, 
Nurhayati and Novia, 2020), (Fauzan, Supryanita and 
Rahmatika, 2021), dan (Sarjana et al., 2022). 

3. Kurangnya pemahaman dan kepedulian 
Masih banyak umat muslim yang masih belum mengetahui 
dengan seluruh produk dan jasa halal beserta manfaatnya 
bagi kehidupan mereka. Peningkatan pemahaman 
konsumen terhadap produk dengan baik akan berpengaruh 
terhadap permintaan produk (Fauzan and Jayanti, 2020), 
(Fauzan and Rahmadani, 2018), dan (Fauzan and Sari, 
2018). 

4. Rantai pasokan yang terpisah 
Produk dan jasa halal memiliki rantai pasok yang terpisah, 
sehingga susah dalam melaksanakan pelacakan, apakah 
seluruh elemen produk dan jasa tersebut telah sempurna 
kehalalannya. Terintegrasinya sebuah bisnis dari hulu 
sampai hilir akan membuat bisnis tersebut kompetitif 
dalam menghadapi persaingan (Fauzan, 2014), (Santoso et 
al., 2023), dan (Lestari et al., 2022). 
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5. Investasi yang terbatas 
Industri halal belum mendapat investasi sebesar industri 
lainnya dan diperlukan lebih banyak promosi dan 
sosialisasi kepada investor tentang keunggulan produk dan 
jasa halal. Investor memainkan peranan yang sangat 
penting bagi perkembangan bisnis terutama dalam 
pengembangan produk yang inovatif (Seto et al., 2023), 
(Widiana et al., 2023), dan (Fauzan, Rizki, et al., 2023). 

6. Kurangnya riset dan pengembangan produk 
Riset dan pengembangan produk halal membuat produk 
halal kadang tertinggal dengan produk lainnya. Untuk itu 
diperlukan anggaran, tim yang kreatif, dan fasilitas yang 
lebih canggih untuk membuat produk dan jasa halal yang 
lebih inovatif dan unggul (Kunda et al., 2023), 
(Purnamasari et al., 2023), dan (Mustanir et al., 2023). 

7. Kurangnya variasi produk halal 
Tidak semua industri sudah mempunyai produk dan jasa 
halal, untuk beberapa industri konsumen belum 
menemukan konsep halal, sehingga masih menggunakan 
produk dan jasa yang sifatnya konvensional. Untuk itu 
perusahaan harus lebih bisa memanfaatkan celah pasar 
yang belum dimanfaatkan oleh pesaing (Fauzan, Setiawan, 
et al., 2023) dan (Murdana et al., 2023). 

8. Kompetisi dengan produk non-halal 
Kompetisi produk dan jasa halal yang sangat ketat dengan 
produk dan jasa konvensional, dimana pesaing mampu 
menyediakan produk dan jasa yang lebih murah, lebih 
beragam, dan tersedia di seluruh tempat. Dalam 
menghadapi pesaing yang lebih kuat, maka perusahaan 
harus menyediakan produk yang lebih unik dan spesifik 
(Rachmat et al., 2023) dan (Fauzan, A’yun, et al., 2023). 

9. Kurangnya kegiatan pemasaran 
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Beberapa perusahaan tidak tertarik melaksanakan 
kampanye halal, yang menjelaskan keunggulan produk 
halal, sehingga informasi mengenai produk halal jarang 
muncul di tengah konsumen. Untuk itu perusahaan harus 
menyiapkan konsep pemasaran yang spesifik dan berbeda 
dari yang ditawarkan oleh pesaing (Wijaya et al., 2023) dan 
(Fauzan, Putri, et al., 2023). 

10. Tantangan untuk masuk ke pasar internasional 
Selama ini produk dan jasa halal hanya berorientasi kepada 
konsumen lokal, serta mengikuti keinginan dan budaya 
lokal saja. Padahal jika dikelola dengan baik, maka potensi 
produk dan jasa halal bisa menembus pasar internasional 
dan global (Ernayani et al., 2022) dan (Fauzan and Sari, 
2016). 

 
Dengan memahami seluruh tantangan tersebut maka 

perusahaan selaku pihak yang memproduksi produk dan jasa halal 
dapat membuat inovasi sehingga bisa menyediakan produk dan 
jasa halal yang lebih inovatif, unggul, dan mampu bersaing 
menghadapi pesaing. 

Selain itu perusahaan juga harus melihat berbagai peluang 
yang bisa dimanfaatkan seperti memasarkan produk di pasar 
internasional, menciptakan kolaborasi dan kerjasama untuk 
menciptakan produk inovatif, dan melaksanakan kegiatan 
pemasaran yang lebih interaktif dan menarik sehingga produk dan 
jasa halal bisa dipahami dan digunakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat dimana saja. 

 

2.10 Penutup 
Konsep halal dan pengembangan produk dan jasa halal 

merupakan sebuah peluang yang sangat berkembang di negara 
dengan mayoritas muslim dan sudah mulai diminati di berbagai 
negara. 
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Untuk meningkatkan pemahaman tentang produk dan jasa 
halal, maka perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi, 
promosi, dan pemasaran. Sehingga seluruh pihak yang terlibat 
dapat mengetahui dengan baik konsep halal dan seluruh produk 
halal yang sudah tersedia di pasar. 

Produk dan jasa halal juga harus melihat tren yang terjadi 
di masa depan, sehingga produk dan jasa halal dapat berkompetisi 
dengan produk dan jasa konvensional lainnya.  

Diharapkan dengan adanya berbagai riset dan 
pengembangan tentang konsep halal dan produk dan jasa halal, 
membuat seluruh aktifitas ekonomi dan bisnis yang dilaksanakan 
oleh seluruh pihak sudah sesuai dengan ajaran dan syariat islam.  
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BAB 3 
KONSEP INVESTASI DALAM 
EKONOMI SYARIAH 
 

Oleh Harun Alrasyid 
 

3.1 Pendahuluan 
Investasi dalam ekonomi konvensional adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dengan 
tujuan untuk meningkatkan nilai atau kekayaan melalui 
penanaman modal pada suatu proyek atau bisnis yang diharapkan 
akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam 
ekonomi konvensional, tujuan utama dari investasi adalah 
memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan cara apapun, 
tanpa memperhatikan aspek-aspek etis atau moral. 

Sedangkan investasi dalam ekonomi Islam adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha dengan 
tujuan untuk meningkatkan nilai atau kekayaan, namun dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang telah 
ditetapkan dalam agama Islam. Konsep investasi dalam ekonomi 
Islam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi 
semua orang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti 
adil, sejahtera, dan bermartabat. Investasi dalam ekonomi Islam 
juga harus memperhatikan aspek-aspek etis dan moral, seperti 
tidak mengandung unsur riba, judi, dan spekulasi. 

Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah 
adanya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, 
investasi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan prinsip-
prinsip adil dalam pembagian keuntungan dan risiko, serta tidak 
mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. Selain 
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itu, investasi dalam ekonomi Islam juga harus mengacu pada 
prinsip-prinsip sejahtera, yaitu tidak boleh merugikan pihak lain 
dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara 
keseluruhan (Mishal, 2002). 

 

3.2 Dasar Hukum Investasi dalam Islam 
Islam adalah agama yang mendukung investasi, karena 

banyak dalil-dalil yang mendorong umat Islam untuk 
memproduktifkan harta yang dipunya dan tidak hanya 
mendiamkannya tanpa bermanfaat kepada masyarakat luas.  
3.2.1 Konsep Investasi dalam Al-Quran 

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam juga banyak 
memuat seruan-seruan untuk berinvestasi. Secara umum, ayat-
ayat yang mengandung seruan investasi dalam Al-Quran terbagi 
menjadi (Abu Zaid, 2006):  
Perintah Menyiapkan Diri Menghadapi Masa Depan 

Perintah untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik 
ditemukan dalam beberapa ayat, antara lain: 
1. Surah Yusuf ayat 47-49. 

“Yusuf berkata: supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) 
sebagaimana biasa; maka apa yang kalian tuai hendaklah 
kalian biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. 
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat 
sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk 
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 
gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan 
datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan 
cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” 
Dari ayat diatas dapat diambil pelajaran sebagai berikut: 
a. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang mimpi Raja, yang 

kemudian dijelaskan oleh Nabi Yusuf bahwa setelah tujuh 
tahun masa normal akan datang masa kekeringan. 
Sehingga hasil panen yang ada selama masa normal, tidak 
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boleh dihabiskan dan harus disimpan untuk persiapan 
menghadapi masa paceklik. 

b. Investasi tidak bertentangan dengan tawakkal kepada 
takdir Allah, karena investasi sebagai upaya atau ikhtiar 
kita, sedangkan hasilnya kita tetap bertawakkal kepada 
Allah. 

c. Kehidupan di masa depan penuh dengan ketidakpastian, 
sehingga harus dipersiapkan bekal untuk menghadapinya.  

d. Ketidakpastian yang harus disiapkan adalah bagaimana 
kita menghadapi kehidupan di akhirat nanti. 

e. Wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih adalah 
bentuk strategi investasi masa depan bagi setiap muslim. 

2. Surah Luqman ayat 34 
“Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan dikerjakannya besok”.  
Dari ayat diatas dapat diambil pelajaran sebagai berikut: 
a. Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia tidak tahu 

apa yang akan terjadi esok hari, sehingga dituntut untuk 
selalu bersiap diri. 

b. Investasi adalah salah satu upaya untuk menyiapkan diri 
dalam menghadapai ketidakpastian di masa depan. 

3. Surah An-Nisa ayat 9 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang 
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 
mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar.”  
Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas: 
a. Ayat ini secara jelas memerintahkan kepada manusia 

untuk tidak meninggalkan keturunan dalam kondisi 
lemah, baik lemah moril maupun materil.  
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b. Ayat ini memerintahkan kepada umat untuk 
meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi 
jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada 
keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia 
layak berusaha sendiri/mandiri. 
 

Larangan Menyerahkan Harta Bagi yang Tidak Mampu 
Larangan ini dapat ditemukan dalam: 
1. Surah An-Nisa ayat 5:  

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) 
kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.  
Kandungan ayat ini antara lain: 
a. Menjelaskan bahwa harta kekayaan harus diberikan 

kepada orang yang mampu mengembangkan dan 
memproduktifkannya. 

b. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, atau bahkan 
menyebabkan mubazirnya harta (dalam teks Al-Quran 
disebut Safiih), jika mereka memiliki harta yang 
berlimpah, maka wali/pemerintah bisa memberi batasan 
penggunaan harta bagi mereka. 

c. Harta adalah pokok kehidupan, sehingga harus 
diproduktifkan untuk memberi manfaat bagi orang 
banyak. 

2. Surah Al-Isra ayat 26-27 
“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 
secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu 
adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat 
ingkar kepada Tuhannya”. 
Ayat ini mengajarkan agar manusia tidak membuang-
buang harta yang dimilikinya secara sia-sia, tetapi 
memanfaatkannya dengan cara yang baik dan bijak. 
Investasi dianggap sebagai salah satu cara yang baik untuk 
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memanfaatkan harta secara produktif dan memberikan 
manfaat bagi masyarakat. 
 

3.2.2 Konsep Investasi dalam Hadits 
Ada beberapa hadits yang berkaitan dengan investasi 

dalam ekonomi Islam (Kahf, 1995), di antaranya: 
1. Hadits tentang penanaman pohon kurma: Dari Anas bin 

Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Jika hari kiamat 
telah tiba dan di tangan seseorang terdapat bibit kurma 
maka tanamlah bibit itu.” (HR. Ahmad). Dalam hadits ini, 
terdapat anjuran untuk menanam pohon kurma sebagai 
investasi jangka panjang. 

2. Hadits tentang investasi di bidang peternakan: Dari Abu 
Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidaklah 
seorang muslim menanam tanaman atau menanam 
binatang, kemudian diambil oleh manusia, burung, atau 
binatang liar, melainkan baginya (kebaikan) sebagai 
sedekah.” (HR. Bukhari-Muslim). Dalam hadits ini, Nabi 
Muhammad SAW memberikan insentif bagi para muslim 
untuk berinvestasi di bidang peternakan dengan 
memberikan pahala seperti sedekah. 

3. Hadits tentang investasi di bidang perdagangan: Dari Abu 
Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang siapa 
yang mengambil barang dagangan, maka dia terikat dengan 
tanggung jawab atas barang dagangan tersebut.” (HR. Abu 
Daud). Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW 
menekankan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran 
dalam berinvestasi di bidang perdagangan. 

4. Hadits tentang investasi dalam menghasilkan keuntungan 
yang halal: Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Tidak ada persaingan kecuali dalam 
menghasilkan uang dengan cara yang halal.” (HR. 
Tirmidzi). Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW 
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menekankan pentingnya mendapatkan keuntungan yang 
halal dalam berinvestasi. 

 
Dari beberapa hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa 

investasi dalam ekonomi Islam diarahkan untuk memberikan 
manfaat dan kebaikan bagi umat, serta harus dilakukan dengan 
tanggung jawab dan kejujuran. 

 

3.3 Prinsip-prinsip Investasi dalam Ekonomi Islam 
Dalam ekonomi Islam, investasi dianggap sebagai suatu 

bentuk aktivitas ekonomi yang penting dan dianjurkan. Namun, 
investasi dalam ekonomi Islam harus dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip 
investasi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai moral 
dan etika yang tinggi, serta mengutamakan kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam ekonomi Islam tidak 
hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi 
juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, 
sosial, dan moral(Masri, 2010). Adapun prinsip-prinsip yang harus 
menjadi perhatian dalam kegiatan investasi sebagai berikut: 
1. Prinsip Syariah: Investasi harus dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang investasi 
dalam bisnis yang dilarang oleh Islam, seperti riba, judi, 
miras, dan bisnis yang tidak jelas kehalalannya. 

2. Prinsip Kepemilikan: Investasi harus didasarkan pada 
kepemilikan sah. Dalam konteks ekonomi Islam, 
kepemilikan sah berarti kepemilikan atas barang dan jasa 
yang bermanfaat bagi manusia. 

3. Prinsip Risiko dan Keuntungan: Investasi harus dilakukan 
dengan memperhitungkan risiko dan keuntungan. 
Investasi yang dilakukan haruslah memiliki potensi 
keuntungan yang wajar dan risiko yang dapat dikelola. 
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4. Prinsip Tanggung Jawab Sosial: Investasi harus dilakukan 
dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat. Hal ini berarti investor harus 
mempertimbangkan dampak investasi terhadap 
masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. 

5. Prinsip Keberlanjutan: Investasi harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. 
Investasi yang dilakukan haruslah bertujuan untuk 
membangun ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan 
manfaat bagi generasi masa depan. 

6. Prinsip Keadilan: Investasi harus dilakukan dengan prinsip 
keadilan. Hal ini berarti investor harus memperhatikan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta 
mempertimbangkan hak-hak orang lain, termasuk para 
pekerja, konsumen, dan pemegang saham. 

 

3.4 Tujuan Investasi dalam Ekonomi Islam 
Tujuan investasi dalam ekonomi Islam adalah untuk 

memproduktifkan harta dan memperoleh keuntungan yang halal 
secara syariah, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. 
Investasi dalam Islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, maysir, gharar, 
dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Investasi dalam Islam juga 
harus memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tidak 
merugikan lingkungan atau masyarakat. Tujuan investasi dalam 
Islam tidak hanya untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh 
karena itu, investasi dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip 
etis dan moral yang tinggi, serta memperhatikan aspek sosial dan 
lingkungan yang berkelanjutan. 

Dalam ekonomi Islam, Abu Zaid (2006) menjelaskan 
bahwa kegiatan investasi harus membawa tiga misi berikut: 
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a. Misi Beribadah kepada Allah (Adz-Dzariyat: 56). Ibadah 
tidak hanya terkait dengan ritualitas ibadah, melainkan 
memakmurkan bumi, melakukan aktivitas sosial dan 
ekonomi yang memberi manfaat bagi orang banyak juga 
termasuk ke dalam cakupan ibadah. Investasi merupakan 
salah satu kegiatan yang dapat memberikan manfaat 
kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan 
dan peningkatan kesejahteraan. 

b. Misi Memakmurkan bumi (Hud: 61). Manusia diciptakan 
oleh Allah di Bumi dibekali dengan segala yang ada 
didalamnya untuk memakmurkan bumi dan melanjutkan 
misi kehidupan di dunia. Di sisi lain, kita juga menjumpai 
ayat-ayat yang melarang membuat kerusakan di bumi, 
karena bertentangan dengan misi memakmurkan bumi. 
Kegiatan investasi merupakan salah satu upaya untuk 
memakmurkan bumi dengan mengoptimalkan sumber 
daya yang ada untuk kemaslahatan umat manusia. 

c. Misi Kekhalifahan di bumi (Al-Baqarah: 30). Misi ini 
sejalan dengan misi kedua, bahwa apa yang ada di bumi 
tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk generasi tertentu, 
tetapi harus terus dimanfaat oleh seluruh umat manusia 
hingga datangnya hari kiamat. Sehingga tujuan dari 
investasi tidak hanya berhenti pada generasi tertentu, 
tetapi hasil dan keberlanjutan kegiatan investasi ini harus 
juga memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. 
 

3.5 Batasan Investasi dalam Ekonomi Islam 
Dalam ekonomi Islam, investasi memiliki batasan-batasan 

yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi. Salah satu batasan 
tersebut adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar 
(ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Investasi yang 
mengandung unsur riba dilarang dalam Islam karena dianggap 
merugikan dan melanggar prinsip keadilan dalam bertransaksi. 
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Gharar, atau ketidakpastian, juga dilarang karena dapat 
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam investasi. 
Sedangkan maysir, atau perjudian, dilarang karena bertentangan 
dengan prinsip adil dan tidak memberikan manfaat yang jelas 
kepada masyarakat. 

Selain itu, dalam investasi dalam ekonomi Islam, pelaku 
ekonomi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip akhlak dan 
etika Islam, seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, 
dan lain sebagainya. Investasi juga harus dilakukan dengan 
memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan, sehingga 
tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka 
panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.  

Sasi (2008) menambahkan kegiatan investasi dalam 
ekonomi Islam juga harus terlepas dari hal-hal berikut: 
1. Investasi merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan 

hidup berdasarkan hukum causalitas, bukan mengerah 
pada lemahnya keimanan sehingga menggantungkan masa 
depannya pada hasil investasi bukan kepada Allah. 

2. Upaya berinvestasi tidak boleh mengarah pada sikap 
bakhil/pelit. 

3. Investasi dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok 
secara layak.  

4. Investasi tidak boleh mengarah pada penimbunan, 
sehingga manfaat dari harta kekayaan yang berputar pada 
segelintir orang. 

 
Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, investasi harus 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan 
memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. 
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3.6 Intrumen Investasi dalam Ekonomi Islam 
Instrumen investasi dalam ekonomi Islam mencakup 

berbagai macam jenis, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan 
finansial yang halal dan membantu masyarakat memperoleh 
manfaat yang lebih baik. Beberapa instrumen investasi yang umum 
digunakan dalam ekonomi Islam antara lain: 
1. Mudharabah: Mudharabah adalah kontrak investasi antara 

dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengusaha. Pemilik 
modal menyediakan modal, sementara pengusaha 
menyediakan keterampilan dan tenaga kerja untuk 
mengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi 
antara pemilik modal dan pengusaha sesuai dengan 
kesepakatan awal. Adapun kerugian ditanggung 
sepenuhnya oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak 
menanggung kerugian kecuali karena keteledoran dan 
kesalahan yang disengaja oleh pengusaha. 

2. Musyarakah: Musyarakah adalah kontrak investasi yang 
dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang menyumbangkan 
modal untuk suatu proyek atau bisnis. Keuntungan yang 
diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan 
kesepakatan awal dan proporsi sumbangan modal masing-
masing pihak, demikian juga kerugian ditanggung sesuai 
dengan porsi modal masing-masing. 

3. Wakalah: Wakalah adalah kontrak di mana seorang 
investor menyerahkan dana kepada wakil (atau agen) 
untuk diinvestasikan dalam bisnis atau proyek tertentu. 
Wakil bertanggung jawab atas mengelola dana tersebut 
dan memberikan laporan kepada investor mengenai 
perkembangan investasi. Wakil juga berhak mendapatkan 
ujroh atas pekerjaaan yang dilakukan. 

4. Ijarah: Ijarah adalah kontrak sewa-menyewa antara dua 
pihak, yaitu pemilik aset dan penyewa aset. Pemilik aset 
menyewakan asetnya kepada penyewa dengan biaya sewa 
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yang disepakati. Keuntungan dari aset tersebut 
sepenuhnya menjadi milik pemilik aset. 

5. Sukuk: Sukuk adalah instrumen investasi yang dianggap 
sebagai bentuk surat berharga syariah. Sukuk memberikan 
hak kepemilikan atas aset produktif dan memberikan 
penghasilan bagi pemilik sukuk secara berkala. Sukuk tidak 
memberikan bunga, namun memberikan keuntungan 
berupa bagi hasil atau ujroh dari aset yang dikelola sesuai 
dengan bentuk akad yang disepakati. 

 
Dalam ekonomi Islam, instrumen investasi harus 

memenuhi persyaratan syariah dan tidak boleh melanggar prinsip-
prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba dan hal-hal yang 
diharamkan. 

 

3.7 Keuntungan Investasi dalam Ekonomi Islam 
Investasi dalam ekonomi Islam memberikan dua jenis 

keuntungan, yaitu keuntungan material dan keuntungan spiritual. 
Keuntungan material adalah keuntungan yang bersifat finansial 
atau materi, yang diperoleh dari hasil investasi. Dalam ekonomi 
Islam, keuntungan material adalah hal yang diinginkan dan sah 
untuk dicari, asalkan diperoleh melalui cara yang halal dan tidak 
merugikan pihak lain. 

Dalam investasi dalam ekonomi Islam, keuntungan material 
harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak boleh 
riba, gharar, maysir, dan jual beli yang tidak jelas atau tidak adil. 
Selain itu, investasi juga harus berorientasi jangka panjang dan 
berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi 
investor, masyarakat, dan lingkungan. 

Sedangkan keuntungan spiritual dalam investasi adalah 
keuntungan yang bersifat non-materi, seperti pahala dan berkah 
dari Allah SWT. Dalam ekonomi Islam, investasi yang dilakukan 
dengan niat dan tujuan yang baik serta dengan mengikuti prinsip-
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prinsip syariah dianggap sebagai ibadah dan dapat memberikan 
pahala bagi investor (Hamudah, 2006). 

Selain itu, investasi yang produktif dan berorientasi pada 
kesejahteraan masyarakat dapat memberikan keberkahan dari 
Allah SWT. Investasi yang dilakukan dengan niat untuk membantu 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial 
juga dianggap sebagai amal sholeh yang dapat memberikan pahala 
di sisi Allah SWT. 

Dalam hal ini, keuntungan spiritual dan keuntungan 
material dianggap sebagai dua hal yang saling terkait dan harus 
seimbang. Investasi yang hanya mencari keuntungan material saja 
tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan 
masyarakat tidak akan memberikan keuntungan spiritual, bahkan 
dapat merugikan investor dan masyarakat secara keseluruhan. 

 

3.8 Risiko dan Tantangn Investasi dalam Ekonomi 
Islam 

Seperti investasi pada umumnya, investasi dalam ekonomi 
Islam juga memiliki risiko. Namun, dalam ekonomi Islam, risiko 
investasi harus ditanggung secara proporsional oleh semua pihak 
yang terlibat dalam investasi. Dalam hal ini, risiko tidak dapat 
dialihkan hanya kepada salah satu pihak yang terlibat dalam 
investasi, seperti investor atau pengusaha. 

Berdasarkan ajaran Islam, terdapat beberapa risiko 
investasi yang harus diperhatikan, antara lain: 
1. Risiko pasar: risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai pasar 

atau perubahan kebijakan pemerintah yang dapat 
berdampak pada performa investasi. 

2. Risiko kredit: risiko yang muncul akibat ketidakmampuan 
pihak yang meminjam untuk mengembalikan hutang. 

3. Risiko operasional: risiko yang terkait dengan kesalahan 
manusia, sistem atau proses yang terjadi dalam 
pengelolaan investasi. 
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4. Risiko syariah: risiko yang muncul akibat pelanggaran 
terhadap prinsip-prinsip syariah, baik secara sengaja 
maupun tidak sengaja. 

 
Investasi dalam ekonomi Islam juga menghadapi 

tantangan yang tidak kalah serius dengan investasi pada umumnya. 
Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: 
1. Keterbatasan instrumen investasi syariah: masih 

terbatasnya jumlah instrumen investasi yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi kendala 
dalam melakukan investasi. 

2. Ketergantungan pada pasar regional: masih terbatasnya 
pasar global yang dapat menjadi target investasi syariah 
membuat pasar regional menjadi ketergantungan, sehingga 
berisiko pada fluktuasi pasar lokal. 

3. Kurangnya literasi keuangan: kurangnya pemahaman 
mengenai investasi dan prinsip-prinsip syariah dapat 
membuat masyarakat tidak percaya dan tidak tertarik 
untuk melakukan investasi. 

4. Tantangan regulasi: belum terdapat regulasi yang jelas dan 
komprehensif mengenai investasi syariah, sehingga perlu 
dilakukan penyesuaian dengan aturan yang ada. 

5. Tantangan keamanan dan kualitas produk: masih terdapat 
praktik investasi bodong yang mengatasnamakan prinsip-
prinsip syariah, sehingga memperbesar risiko investasi dan 
menurunkan kualitas produk investasi syariah yang ada. 
 

3.9 Kesimpulan 
Dalam investasi dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip 

syariah harus diikuti, dan investasi harus dilakukan dengan tujuan 
untuk memperoleh keuntungan materi dan spiritual serta untuk 
memajukan kesejahteraan umat manusia. Beberapa instrumen 
investasi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam antara lain 
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Mudharabah, Musyarakah, Ijatah, Sukuk, dan Saham. Meskipun 
investasi dalam ekonomi Islam dapat memberikan keuntungan 
yang besar, tetapi risiko dan tantangan dalam investasi juga perlu 
diperhatikan. Oleh karena itu, investor perlu memperhatikan 
prinsip-prinsip syariah dalam investasi dan mengambil tindakan 
yang hati-hati dan bijaksana dalam memilih instrumen investasi. 
Investasi yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 
syariah dan dengan mengambil tindakan yang hati-hati dan 
bijaksana dapat memberikan keuntungan yang baik bagi investor 
serta dapat memajukan kesejahteraan umat manusia secara 
umum. 
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BAB 4 
KONSEP BAGI HASIL DALAM 
EKONOMI SYARIAH 
 
Oleh Amriadi 
 
4.1 Pendahuluan 

Dalam kegiatan Ekonomi Syariah memiliki ketentuan atau 
konsep. Sebelum membahas lebih jauh terkait konsep Bagi Hasil 
dalam Ekonomi Syariah, terlebih dahulu kita mengetahui defenisi 
Bagi hasil, Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam 
perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik 
modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib). Yang  
terkait dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan sebelum 
dimulainya akad (kontrak). ( Menurut Antonio )   

Bagi hasil merupakan sistem yang umum, terutama dalam 
kegiatan yang mengutamakan ekonomi syariah. Tidak hanya dalam 
bisnis, tetapi juga dalam perbankan, system ini sering digunakan. 
Sebenarnya, kata bagi hasil sendiri tidak terbatas pada 
masalah keuangan syariah tetapi cakupannya lebih luas, misalnya 
Sistem ini dapat diterapkan pada perjanjian komersial. Namun, 
tidak bisa dipungkiri bahwa istilah tersebut erat kaitannya dengan 
dunia ekonomi Islam. 

Kegiatan usaha yang menerapkan system Bagi hasil bukan 
hanya di gunakan untuk pengaturan komersial, tetapi juga sistem 
yang dikelola oleh bank syariah. 

Dalam kegiatan usaha seperti di Bank, system Bagi hasil di 
gunakan sebagai sistem yang mencakup tata cara pembagian 
hasil bisnis antara penyedia dana dan pengelola dana. 
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Dalam system keuangan berbasis Islam sistem ini 
mengacu pada dua sistem yaitu sistem Musyarakah dan 
Mudarabah (di kutip Wahedinvest ). Perbedaan Musyarakah dan 
Mudabarah yaitu Musyarakah merupakan perjanjian bagi hasil 
dalam bisnis, dengan system orang menyetor uang di jadikan 
sebagai modal untuk menjalankan usaha dan Mudabarah yaitu 
Pemberian modal dari investor kepada seorang pengelola usaha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.1. Sistem Bagi Hasil 
(Sumber : hrpayrollsystem.net) 

 
Dalam dunia Perbankan di kenal dengan istilah Nisbah, 

Nisbah adalah system Bagi Hasil yang di gunakan dalam perbankan 
Syariah. Seperti kita ketahui dalam proses perkembangan bank 
syariah sekarang berkembang dengan pesat dan maju seperti bank 
konvensional. Perbedaaan Bank Syariah dengan Bank 
Konvensional yaitu Bank Syariah menerapkan prinsip – prinsip 
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syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI ). Selain dari pada itu, Bank Syariah 
juga harus patuh terhadap aturan Lembaga Keuangan yang diatur 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK ). 

Dalam mekanisme perbankan syariah, bagi hasil 
diterapkan pada produk dalam system yang berpartisipasi, 
baik partisipasi penuh maupun partisipasi sebagian. Keuntungan 
yang dihasilkan harus dibagi dengan cara proporsional antara 
Shahibul Mal dan Mudharib. Oleh karena itu, semua pengeluaran 
yang ada berkaitan dengan usaha Mudharabah, kecuali untuk 
kepentingan khususnya yang bersifat pribadi Mudharabah, 
dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. 

Mengapa sistem ekonomi menggunakan sistem bagi 
hasil dan bukan sistem bunga? Jawaban terkait pertanyaan di atas 
harus ditelusuri kembali ke ayat – ayat Al-Qur'an yang 
mendasarinya. 

Selain itu, Perbedaaan dengan bank konvensional yaitu 
Bank Syariah tidak menerapkan bunga seperti bank konvensional, 
karena itulah Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, atau 
nisbah principle perhitungannya telah ditentukan sebelumnya.  
Jadi, Nisbah adalah Persentase tertentu yang telah di sepakati 
antara pihak Bank dengan Nasabah/ user yang mengacu pada buku 
Bank Syariah.  

Dalam Islam, Pengertian Nisbah yaitu Perkiraan imbalan 
yang biasanya akan di terima oleh pemilik dana dana dari 
pengelola dana. Dalam istilah lain, Nisbah yaitu sebagai system 
yang digunakan atau yang berlaku dalam kegiatan atau aktivitas 
Perbankan Syariah. 

Menurut ekonomi islam, secara aturan atau idealnya 
Pembagian bagi hasil atau nisbah terbagi beberapa bagian di 
antaranya sebagai berikut : 
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1. Mekanisme pertama nisbah adalah profit sharing. Adapun 
cara perhitungannya adalah, total pendapatan usaha - 
biaya operasional sama dengan keuntungan bersih 

2. Mekanisme kedua nisbah adalah revenue sharing, yaitu 
perhitungan laba berdasarkan pendapatan kotor yang 
didapatkan dari hasil usaha 

 

4.2 Mekanisme Bagi Hasil 
Menurut Tirto, beberapa mekanisme Bagi Hasil 
1. Profit Sharing 

Profit Sharing merupakan suatu Perjanjian untuk membagi 
keuntungan dalam perusahaan atau Perjanjian untuk 
membagi keuntungan  perusahaan. Di mana Keuntungan 
yang perusahaan dapatkan bersumber dari  pendapatan 
dikurangi biaya produksi atau operasi produksi sehingga 
hasil yang diperoleh adalah keuntungan bersih  

2. Gross Profit Sharing 
Pada Gross Profit Sharing sedikit berbeda dengan Profit 
Sharing, Gross Profit Sharing merupakan kesepakatan bagi 
hasil. Pembagian Keuntungan yang di dapat belum 
dipotong pajak, admin, dan biaya pemasaran lainnya. Ini 
juga dapat disebut sebagai distribusi laba kotor. Pembagian 
keuntungan hasil usaha di hitung berdasarkan pendapatan 
yang dikurangi harga pokok penjualan. 

3. Revenue Sharing 
Revenue Sharing berbeda dengan 2 poin di atas, Bagi 
Hasil adalah pendapatan yang tidak dipotong untuk biaya 
operasional dan komisi dalam sistem perbankan.  
Dalam perbankan syariah, mekanisme yang digunakan 
biasanya mengikuti prinsip bagi hasil atau pembagian 
keuntungan bersih antara kreditur dan debitur 
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4.3 Prinsip dalam Bagi Hasil 
Berikut beberapa Prinsip dalam menjalankan Bagi Hasil : 
1. Adanya kesepakatan yang jelas 

Tentu saja, dalam suatu system perjanjian harus 
memperjerlas bagaimana hal ini di lakukan.  Hal ini 
terutama berlaku untuk modal, dan terlepas dari apakah 
investor menyumbangkan seluruh atau hanya sebagian 
dari modalnya. Jika para pihak setuju 
untuk menyetorkan kedua modal tersebut, harus ada 
persentase pembagian jika bagian dari modal 
yang disumbangkan berbeda 

2. Adanya kejelasan usaha yang dilakukan 
Sifat bisnis yang dioperasikan harus jelas , diketahui dan 
harus disepakati bersama,  demikian juga jika 
pengelola uang memutuskan untuk mengubah bisnis 
dan memperluas bisnisnya. Hal ini penting agar tidak 
timbul perselisihan. muncul di masa depan 

3. Adanya ketentuan waktu 
Dalam system bagi hasil, perlu disepakati kapan proses 
pembagian terjadi kepada seluruh pihak, apakah setiap 
bulan, atau rentang waktu lainnya. Jika terjadi 
keterlambatan, tentu seluruh pihak harus memahami 
kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima 
keterlambatan pemberian hasil 

4. Adanya ketentuan pembagian 
Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai 
mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu ditentukan 
sejak awal bagaimana mekanisme yang akan dilakukan 
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4.4 Kelebihan dan Kekurangan 
Keuntungan utama dari pembagian manfaat adalah 

adanya transparansi tentang apa yang telah dilakukan dan 
manfaat yang telah dicapai. Hal ini sangat penting terutama agar 
tidak dipandang merugikan kedua belah pihak. 

Namun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa 
kelemahan jika kita dibandingkan dengan sistem lain adalah 
perlunya ada pengawasan dari pengelola komersial, terutama 
untuk mengurangi risiko itikad buruk.  

Hal ini berbeda dengan sistem tradisional yang berjalan 
dimana terdapat prosedur yang memungkinkan pihak yang 
memiliki niat tersebut untuk berdamai. 
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BAB 5 
KONSEP JUAL BELI DALAM 
EKONOMI SYARIAH  
 
Oleh M Fatchurrohman 
 

5.1 Pendahuluan 
Agama islam sebagai agama yang sempurana telah 

mengatur segala segi dan aspek kehidupan pemeluknya. Mulai 
hubungan antar manusia dengan sang penciptanya-Nya, hubungan 
manusia dengan sesama manusia, sampai hubungannya dengan 
alam sekitarnya telah diatur dan diajarkan. Hubungan antar 
manusia melahirkan banyak cabang ilmu islam, yang salah satunya 
adalah fikih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang 
berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu 
dengan umat yang lainnya, mulai dari jual beli, sewa menyewa, 
hutang piutang dan lain-lain. Demi memenuhi kebutuhan sehari-
hari setiap manusia pasti akan melakukan suatu transaksi jual beli. 
Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah 
satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha 
perdagangan atau jual beli dan untuk terjadinya usaha tersebut 
diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dengan 
pembeli. Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik/barang 
atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai 
alat tukarnya. 

 

5.2 Jual beli 
a. Pengertian Jual Beli 

Jual beli berasal dari lafadz “buyuu’un” – ‘jama’ dari 
lafadz “bai’un” yang menurut bahasa yaitu suatu bentuk 
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akad penyerahan atau menukarkan sesuatu dengan 
sesuatu yang lain. Adapun Jual beli menurut syara’ yaitu 
memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar 
izin syara’ atau sekedar memiliki manfaatnya saja dengan 
diperbolehkannya syara’ dengan melelui pembayaran yang 
berupa uang atau yang sejenisnya1. 

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan 
jual beli adalah sebagai berikut.  

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan 
uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak 
milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 
merelakan.  

2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar 
yang sesuai dengan aturan syara’.  

3. Saling tukar, saling menerima, dapat dikelola 
(tasharrruf) dengan ijab Kabul, dengan cara yang 
sesuai dengan syariat.  

4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara 
yang khusus (dibolehkan).  

5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan 
saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan 
ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan  

6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan 
harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara 
tetap2. 

 
Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda 

dengan benda atau harta benda dengan uang ataupun 
saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan 
menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan 

                                                      
1 Ahmad Sunarto, 1991.Terjemah Fathul Qarib.Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 334. 
2 Sohari Suhrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. 

hlm 66-67 
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menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang 
dilakukan secara umum. 

 
b. Dasar Hukum Jual beli 

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu 
sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan 
kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. 
Adapun dasar hukum yang disyari’atkan yaitu berdasarkan 
Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Jual beli telah disahkan dalam Al-Qur’an, sunnah dan 
ijma’ umat.Yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat 
dalam dalil Al-Qur’an yang berbunyi:    ۗ  

 
بٰواۗ  مَۗالرِّ ُۗالْبَيْعَۗوَحَرَّ ۗاللّٰه  وَاحََلَّ
 
... Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”...(QS al-Baqarah [2]: 275);  

 
ٰۗٓ ۗالََِّ ۗباِلْباَطِلِ ۗبَيْنكَُمْ ۗامَْوَالكَُمْ ا ۗتأَكُْلوُْٰٓ ۗلََ ۗاٰمَنوُْا ۗالَّذِيْنَ يٰٰٓايَُّهَا
نْكُمْۗ  انَْۗتكَُوْنَۗتجَِارَةًۗعَنْۗترََاضٍۗمِّ

 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 
(tidak benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka di antara kalian...”QS an-Nisa' [4]: 
29) 

Dalam dalil diatas mengindikasikan bahwasannya 
Allah telah menghalalkan segala bentuk transaksi jual beli 
apapun dengan syarat jual beli tersebut haruslah sesuai 
dengan ketentuan syara’ dan berdasarkan saling ridho. 
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Dalil Jual-beli dalam As-Sunnah, antara lain dalam 
sabda Rasul SAW. berikut: “Dua orang yang berjual-beli 
boleh memilih (untuk meneruskan jual-beli atau tidak) 
selama mereka belum berpisah” (HR al-Bukhari dan 
Muslim)3. 

Terdapat lima hukum yang terdapat dalam akad jual 
beli yaitu: Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam 
keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu 
harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. 
Berbeda dengan Imam Al-Ghazali, bisa juga menjadi haram 
jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat 
arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat 
minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir dan 
selain yang diatas hukumnya boleh. 

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua 
macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan 
jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sahih adalah 
jual beli yang memenuhi ketentuan syara’ baik rukun 
maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah 
jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun 
sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Adapun 
ulama hanafiah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 
sah, batal dan rusak. Jual beli Sahih adalah jual beli yang 
memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang 
diperjual-belikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual 
beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu 
rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat yakni orang 
yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan 
orang gila dan anak kecil. Jual beli rusak adalah jual beli 
yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi 
tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli 

                                                      
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: PT. Gema 

Insani Press, 2001. Cet. ke-9. 
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yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh 
sehingga menimbulkan pertentangan4. 

 
c. Rukun Jual Beli 

Para ulama (yakni para ulama Malikiyah, Syafiiyah dan 
Hanabilah) sepakat bahwa ini semua adalah rukun dari jual-
beli. Rukun jual-beli yang disepakati oleh para ulama ada 5 
perkara, yaitu: 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).  
a) Penjual. Hendaknya ia pemilik sah dari barang 

yang dijualnya atau orang yang mendapat izin 
menjual dan berakal sehat, bukan orang yang 
terkena larangan mengelola harta.  

b) Pembeli. Hendaknya ia termasuk orang yang 
diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan 
orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak 
mendapat izin mengelola harta. 

c) Sighat (lafaz ijab dan kabul). Kalimat yang 
menunjukkan transaksi jual-beli, yakni kalimat 
ijab dan qabul. Contoh: pembeli berkata, "Jualah 
barang itu kepadaku." Penjualnya berkata, "Aku 
menjual barang ini kepadamu." 

d) Barang yang dijual dan harganya. Hendaknya 
barang yang dijualbelikan termasuk barang yang 
diperbolehkan, suci, dapat diserahterimakan 
kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan 
kepada pembelinya, meski hanya gambarannya 
saja. 

e) Ada keridhaan di antara kedua belah pihak5. 

                                                      
4 Sohari Suhrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.  

hlm 101-102. 
5 Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006. Cet. ke-3. 



 

70     Ekonomi Syariah         

d. Syarat Sah Jual Beli 
Menurut ulama Hanafiyah syarat sah jual beli meliputi:  

 Syarat terjadinya akad (in’iqad) : 
1. Syarat aqid (orang yang akad)  

a) Berakal dan mumayyiz  
b) Aqid harus berbilang atau minimal dapat 

dilakukan dua orang.  
2. Syarat dalam akad  

a) Ahli akad  
b) Qabul harus sesuai dengan ijab  
c) Ijab dan qabul harus bersatu  

3. Tempat akad Harus bersatu atau berhubungan 
antara ijab dan qabul.  

4. Ma’qud alaih (obyek akad)  
a) Ma’qud alaih harus ada 
b) Harta harus ada, tetap dan bernilai, yakni 

benda yang dimanfaatkan dan disimpan  
c) Benda tersebut milik sendiri  
d) Dapat diserahkan 

 Syarat pelaksanaan akad (nafadz)  
1. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad  
2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain 

 Syarat sah akad 
1. Syarat umum 

Segala bentuk jual beli yang didalamnya 
terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu 
ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan 
dengan waktu (tauqit), penipuan (gharar), 
kemadaratan, dan persyaratan yang merusak 
lainnya. 

2. Syarat Khusus 
a) Barang yang diperjual belikan harus dapat 

dipegang  
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b) Harga awal harus diketahui  
c) Serah terima benda harus dilakukan sebelum 

berpisah  
d) Terpenuhi syarat penerimaan  
e) Harus seimbang dalam urusan timbangan  
f) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi 

tanggung jawabnya6. 
 

e. Khiyar dalam Jual Beli 
Makna Khiyar berarti boleh memilih antara dua, 

apakah akan meneruskan jual beli atau mengurungkannya 
(membatalkannya). Menurut ulama fikih, pengertian khiyar 
adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki 
hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau 
membatalkan) jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 
aib, ru’yah, atau hendaklah memilih diantara dua barang 
jika khiyar ta’yin7. Fungsi khiyar menurut syara’ adalah 
agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan 
dampak positif negative masing-masing dengan 
perdagangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan 
dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau 
tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah 
dipilih. Khiyar terbagi menjadi tiga, yaitu khiyar majlis, 
khiyar syarat dan khiyar ‘aib. Berikut adalah uraiannya : 
1) Khiyar majlis 

Khiyar majlis, artinya penjual dan pembeli boleh 
memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. 
Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), 
khiyar majlis boleh dilakukan dalam jual beli. 

2) Khiyar syarat 

                                                      
6 Sohari Suhrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.  

hlm 82.  
7 A. Munir Sudarsono, Dasar-dasar Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 219 
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Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya 
disyaratkan sesuatu, baik oleh penjual maupun pembeli, 
seperti seorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga 
Rp. 100.000.000,00. Dengan syarat khiyar selama tiga hari 

3) Khiyar ‘aib 
Arti khiyar aib (cacat) adalah keadaan yang 

membolehkan salah seorang yang berakad memiliki 
hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya 
ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang 
dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui 
pemiliknya waktu akad. 

 
f. Jual Beli yang Dilarang Menurut Fiqh Islam 

Jual beli yang dilarang oleh islam, dan hendaknya 
umat islam menjauhi langkah-langkah tersebut, sebagai 
jalan yang merugikan dan menyesatkan yaitu : 

1. Menjauhkan dari Ibadah 
2. Jual Beli Barang-Barang yang Haram 
3. Jual Beli Harta Riba 
4. Al Inah yang merupakan jual-beli yang dilakukan 

dengan cara Kredit kemudian di jual kembali dnegan 
harga lebih rendah) 

5. Mulamasah (pembelian yang terjadi jika menyentuh 
barang yang dijual). 

 
g. Jual beli terlarang berdasarkan rukun dan syaratnya tidak 

terpenuhi. 
1. Jual beli sistem ijon yang tanaman yang masih belum 

tampak nyata buah atau panennya. 
2. Jual beli barang haram 
3. Jual beli sperma hewan 
4. Jual beli anak binatang di perut induknya 
5. Jual beli barang belum sepenuhnya dimiliki 
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6. Jual beli yang tidak pasti (gharar) dan spekulasi 
 

h. Jual beli yang sah, namun terlarang menurut agama 
1. Jual beli ketika dilangsungkan khutbah dan shalat 

Jum’at 
2. Jual beli tapi dengan menghadang penjual sebelum 

masuk pasar 
3. Jual beli untuk menimbun barang 
4. Jual beli dengan mengurangi timbangan 
5. Jual beli mengecoh 
6. Jual beli barang yang sudah dipesan orang lain8. 

 
i. Jual beli dengan akad murabahah 

Hakikat jual beli dengan akad murabahah adalah jual 
beli barang dengan harga (modal)-nya diketahui oleh 
kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan 
pembeli dengan pengambilan keuntungan yang juga 
diketahui oleh keduanya. Hal yang membedakan 
murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus 
memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok 
yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang akan 
diperoleh. 

Ada beberapa macam jual beli dengan akad 
murabahah yaitu antara lain: 
a) Bai’ul Murabahah 

Penjual dipercaya untuk menyebutkan modal atas 
barang yang dijual termasuk keuntungan yang hendak 
ia peroleh. 

b) Bai’ul Tauliyah 
Penjual akan menjualkan barangnya sesuai dengan 
harga modal ketika ia memperoleh barang tersebut. 

                                                      
8 Ilham Choirul Anwar, tirto.id, Jul 30, 2021, dalam artikel "Jual Beli dalam Agama Islam: 

Pengertian, Rukun, Hukum, & Macamnya, https://tirto.id/gh64  

https://tirto.id/gh64
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c) Bai’ul Wadiah 
Penjual akan menjualkan barangnya dibawah harga modal 
ketika ia memperoleh barang tersebut.  

 
j. Jual Beli Salam dan Istisna’ 

1. Jual Beli Salam 
Salam adalah jual beli suatu barang secara 

tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan 
ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan 
datang, namun pembayarannya wajib dilakukan 
dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai. 

2. Jual Beli istishna’ 
istishna’ menurut jumhur ulama seperti 

Malikiyah dan Syafi’iyah sama dengan salam, hanya saja 
Hanafiyah lebih spesisifik dan membedakannya dari 
salam. Menurut Hanafiyah akad istishna’ merupakan 
suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin 
untuk mengerjakan atau membuat suatu barang 
tertentu yang ditangguhkan9. 

  

                                                      
9 Isnawati, Lc., MA, Jual Beli Online Sesuai Syariah, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih 

Publishing, 2018 Cetakan pertama) 
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BAB 6 
AKAD SEWA MENYEWA / IJARAH 
 
Oleh Miftahorrozi 
 
6.1 Pengertian Ijarah 

Istilah "Ijarah" telah didefinisikan sebagai kontrak antara 
dua pihak, pemberi sewa dan penyewa, di mana penyewa 
menikmati atau menuai layanan atau manfaat tertentu dengan 
imbalan atau sewa tertentu dari aset yang dimiliki oleh pemberi 
sewa. Ini adalah perjanjian sewa di mana aset tertentu disewakan 
oleh lessor kepada penyewa terhadap sewa atau sewa tertentu 
untuk jangka waktu tertentu. (Fatimah, 2006). 

“Muajjir” (lessor) adalah pemilik barang yang disewakan. 
Sewa jatuh tempo sejak tanggal penyerahan aset kepada "Mustajir". 
Denda dapat dibebankan kepada penyewa untuk pembayaran yang 
tertunda meskipun jumlah yang dipulihkan hanya untuk 
digunakan untuk tujuan amal oleh pemberi sewa (Fatimah, 2006). 

Tidak mungkin ada dua kontrak dalam satu kontrak. Karena 
tujuan opsi tawar-menawar pembelian sama sekali berbeda dari 
tujuan mentransfer hak pakai hasil suatu aset. Memasukkan 
klausul opsi tawar-menawar pembelian melayani tujuan kontrak 
lain (Kamali, 2007). Di satu sisi memungkinkan penyewa untuk 
memanfaatkan hasil dari aset sewaan dan di sisi lain juga 
memberikan hak kepada penyewa untuk membeli aset sewaan 
yang sama, yang tidak diperbolehkan dalam Syariah. 

Aset sewaan harus memiliki nilai setelah selesainya periode 
sewa yang disepakati. Sejak saat penghentian, penyewa tidak 
berkewajiban untuk membayar sewa. Jual dan sewa kembali 
diperbolehkan, tetapi hanya sebagai dua transaksi terpisah. Sewa 
ditentukan oleh kekuatan yang diberikan pasar. Dalam praktiknya, 
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tingkat bunga pasar digunakan untuk menentukan tingkat sewa, 
meskipun hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit. Leasing berbeda 
dari penjualan dengan cara tidak mengalihkan korpus atau 
kepemilikan properti, yang tetap menjadi milik pemberi transfer. 

Kata “Ijarah” dalam istilah fikih Islam, secara leksikal, itu 
berarti memberikan sesuatu dengan sewa. Dalam hukum Islam, 
istilah 'ijarah' digunakan untuk dua situasi yang berbeda. Pertama, 
itu berarti menggunakan jasa seseorang dengan upah yang 
diberikan kepadanya sebagai imbalan atas jasa yang disewanya. 
Majikan disebut musta'jir sedangkan pekerja disebut ajir. 

Oleh karena itu, jika A mempekerjakan B di kantornya 
sebagai manajer atau juru tulis dengan gaji bulanan, A adalah 
musta’jir, dan B adalah seorang ajir. Demikian pula, jika A telah 
menyewa jasa portir untuk membawa barang bawaannya ke 
bandara, A adalah musta'jir sedangkan porter adalah ajir, dan 
dalam kedua kasus transaksi antara para pihak disebut sebagai 
ijarah. Ijarah jenis ini mencakup setiap transaksi dimana jasa 
seseorang disewa oleh orang lain. Dia mungkin seorang dokter, 
pengacara, guru, buruh atau orang lain yang dapat memberikan 
beberapa layanan yang berharga. Masing-masing dari mereka 
dapat disebut 'ajir' menurut terminologi hukum Islam, dan orang 
yang menyewa jasa mereka disebut 'musta'jir', sedangkan upah 
yang dibayarkan kepada ajir disebut 'ujrah' mereka. 

Ijarah jenis kedua berkaitan dengan hasil dari aset dan 
properti, dan bukan jasa manusia. 'Ijarah' dalam pengertian ini 
berarti untuk mentransfer hasil dari properti tertentu kepada 
orang lain dengan imbalan sewa yang diklaim darinya. Dalam hal 
ini, istilah 'ijarah' analog dengan istilah bahasa Inggris 'leasing'. Di 
sini yang menyewakan disebut 'mu'jir', yang menyewakan disebut 
'musta'jir' dan sewa yang dibayarkan kepada yang menyewakan 
disebut 'ujrah'. 

Kedua jenis 'ijarah' ini dibahas secara menyeluruh dalam 
literatur hukum Islam dan masing-masing memiliki aturannya 
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sendiri. Namun untuk tujuan buku ini, jenis ijarah yang kedua lebih 
relevan, karena umumnya digunakan sebagai bentuk investasi, dan 
juga sebagai cara pembiayaan. 

Aturan ijarah, dalam arti leasing, sangat mirip dengan 
aturan jual beli, karena dalam kedua kasus tersebut sesuatu 
dialihkan kepada orang lain dengan imbalan yang berharga. Satu-
satunya perbedaan antara ijarah dan penjualan adalah bahwa 
dalam kasus yang terakhir, korpus properti dialihkan kepada 
pembeli, sedangkan dalam kasus ijarah, korpus properti tetap 
menjadi milik yang mengalihkan, tetapi hanya hak pakainya saja. 
hak untuk menggunakannya, dialihkan kepada penyewa. 

Oleh karena itu, dapat dengan mudah dilihat bahwa 'ijarah' 
bukanlah bentuk pembiayaan pada asalnya. Ini adalah aktivitas 
bisnis normal seperti penjualan. Namun, karena alasan-alasan 
tertentu, dan khususnya, karena beberapa kelonggaran pajak yang 
mungkin diberikannya, transaksi ini juga digunakan di negara-
negara Barat untuk tujuan pembiayaan. Alih-alih memberikan 
pinjaman berbunga sederhana, beberapa lembaga keuangan mulai 
menyewakan beberapa peralatan kepada pelanggan mereka. Saat 
menetapkan sewa peralatan ini, mereka menghitung total biaya 
yang mereka keluarkan dalam pembelian aset ini dan 
menambahkan bunga yang ditetapkan yang dapat mereka klaim 
atas jumlah tersebut selama masa sewa. Jumlah agregat yang 
dihitung dibagi berdasarkan total bulan dari masa sewa, dan sewa 
bulanan ditetapkan berdasarkan itu. 

Pertanyaan apakah transaksi leasing dapat digunakan 
sebagai mode pembiayaan dalam syariah bergantung pada syarat 
dan ketentuan akad. Seperti disebutkan sebelumnya, leasing adalah 
transaksi bisnis normal dan bukan cara pembiayaan. Oleh karena 
itu, transaksi sewa selalu diatur oleh aturan syariah yang 
ditentukan untuk ijarah. Oleh karena itu, mari kita bahas aturan 
dasar yang mengatur transaksi leasing, sebagaimana disebutkan 
dalam Fiqh Islam. Setelah mempelajari aturan-aturan ini, kita akan 
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dapat memahami dalam kondisi apa ijarah dapat digunakan untuk 
tujuan pembiayaan. 

Meskipun prinsip-prinsip ijarah begitu banyak sehingga 
diperlukan volume terpisah untuk pembahasan lengkapnya, kami 
akan mencoba dalam bab ini untuk meringkas prinsip-prinsip 
dasar itu saja yang diperlukan untuk pemahaman yang tepat 
tentang sifat transaksi dan umumnya diperlukan dalam konteks 
praktik ekonomi modern. Prinsip-prinsip ini dicatat di sini dalam 
bentuk catatan singkat, sehingga para pembaca dapat 
menggunakannya untuk referensi cepat. 

 

6.2 Aturan Dasar Ijarah / Leasing 
1. Sewa guna usaha adalah suatu akad dimana pemilik 

sesuatu mengalihkan hak pakai hasilnya kepada orang lain 
untuk jangka waktu yang disepakati, dengan pertimbangan 
yang disepakati.  

2.  Subjek sewa harus memiliki kegunaan yang berharga. Oleh 
karena itu, hal-hal yang tidak memiliki hasil sama sekali 
tidak dapat disewakan. 

3. Untuk kontrak sewa yang sah, perlu bahwa korpus properti 
yang disewakan tetap menjadi milik penjual, dan hanya hak 
pakai hasilnya yang dialihkan kepada penyewa. Jadi, apa 
pun yang tidak dapat digunakan tanpa dikonsumsi tidak 
dapat disewakan. Oleh karena itu, sewa tidak dapat 
dilakukan sehubungan dengan uang, makanan, bahan 
bakar dan amunisi dll. karena penggunaannya tidak 
mungkin kecuali dikonsumsi. Jika sesuatu dari sifat ini 
disewakan, itu akan dianggap sebagai pinjaman dan semua 
aturan mengenai transaksi pinjaman akan berlaku sesuai 
dengan itu. Setiap sewa yang dibebankan pada sewa yang 
tidak sah ini akan menjadi bunga yang dibebankan pada 
pinjaman. 
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4. Karena harta benda yang disewakan tetap menjadi milik 
pemberi sewa, maka semua kewajiban yang timbul dari 
pemilikan itu ditanggung oleh pemberi sewa, tetapi 
kewajiban sehubungan dengan penggunaan harta itu 
menjadi tanggungan penyewa. 

 
Contoh: 

A telah menyewakan rumahnya kepada B. Pajak yang 
terkait dengan properti tersebut ditanggung oleh A, sedangkan 
pajak air, tagihan listrik, dan semua biaya yang terkait dengan 
penggunaan rumah tersebut ditanggung oleh B, penyewa.                                                                         
1. Jangka waktu sewa harus ditentukan dengan jelas. 
2. Penyewa tidak dapat menggunakan aset sewaan untuk 

tujuan lain apa pun dari tujuan yang ditentukan dalam 
perjanjian sewa. Jika tidak ada tujuan seperti itu yang 
ditentukan dalam perjanjian, penyewa dapat 
menggunakannya untuk tujuan apa pun yang digunakan 
dalam kegiatan normal. Namun jika ia ingin 
menggunakannya untuk tujuan yang tidak wajar, ia tidak 
dapat melakukannya kecuali jika pemberi sewa 
mengizinkannya dengan syarat-syarat tegas. 

3. Penyewa bertanggung jawab untuk memberikan 
kompensasi kepada pemberi sewa atas setiap kerusakan 
pada aset sewaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan 
atau kelalaian pihak penyewa. 

4. Harta yang disewakan tetap menjadi risiko penyewa 
selama masa sewa dalam arti bahwa kerugian atau 
kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali 
penyewa ditanggung oleh penyewa. 

5. Properti yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih 
dapat disewakan, dan sewa harus dibagi di antara semua 
pemilik bersama sesuai dengan proporsi saham masing-
masing di properti. 
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6. Seorang pemilik bersama dari suatu properti dapat 
menyewakan bagian proporsionalnya kepada rekannya 
saja, dan tidak kepada orang lain (Abidin, 2000). 

7. Untuk sewa yang sah, aset sewaan harus diidentifikasi 
sepenuhnya oleh para pihak. 

Contoh: 
A berkata kepada B. “Saya menyewakan salah satu dari 

dua toko saya kepada Anda.” B setuju. Sewa batal, kecuali toko yang 
disewa ditentukan dan diidentifikasi dengan jelas. 
1. Sewa harus ditentukan pada saat akad untuk seluruh masa 

sewa. 
Diperbolehkan bahwa jumlah sewa yang berbeda 

ditetapkan untuk tahap yang berbeda selama masa sewa, 
asalkan jumlah sewa untuk setiap tahap secara khusus 
disetujui pada saat sewa berlaku. Jika sewa untuk fase 
berikutnya dari periode sewa belum ditentukan atau dibiarkan 
sesuai pilihan pemberi sewa, sewa tidak sah. 

Contoh (1): A menyewakan rumahnya kepada B 
selama 5 tahun. Sewa untuk tahun pertama ditetapkan sebesar 
Rp. 2000/- per bulan dan disepakati bahwa sewa setiap tahun 
berikutnya harus 10% lebih dari yang sebelumnya, sewa 
tersebut sah. 

Contoh (2): Dalam contoh di atas, A mensyaratkan 
dalam perjanjian bahwa sewa sebesar Rs. 2000/- per bulan 
adalah tetap untuk tahun pertama saja. Sewa untuk tahun-
tahun berikutnya harus ditetapkan setiap tahun atas pilihan 
lessor. Sewa batal, karena sewanya tidak pasti. 

Penentuan sewa berdasarkan biaya agregat yang 
dikeluarkan dalam pembelian aset oleh lessor, seperti yang 
biasa dilakukan dalam sewa keuangan, tidak bertentangan 
dengan aturan syariah, jika kedua belah pihak menyetujuinya, 
asalkan semua lainnya kondisi sewa yang sah yang ditentukan 
oleh Syariah sepenuhnya dipatuhi. 
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2. Penyewa tidak dapat menaikkan sewa secara sepihak, dan 
setiap persetujuan untuk hal ini batal. 

3. Uang sewa atau bagiannya dapat dibayarkan di muka 
sebelum penyerahan aset kepada penyewa, tetapi jumlah 
yang ditagih oleh penyewa akan tetap bersamanya sebagai 
pembayaran bertanggung jawab dan harus disesuaikan 
dengan uang sewa setelahnya jatuh tempo. 

4. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal aset sewaan 
diserahkan kepada penyewa, tidak peduli apakah penyewa 
mulai menggunakannya atau tidak. 

5. Jika aset sewaan telah kehilangan fungsi yang disewakan 
secara total, dan tidak ada kemungkinan perbaikan, sewa 
berakhir pada hari terjadinya kerugian tersebut. Namun, 
jika kerugian tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan 
atau kelalaian penyewa, dia akan bertanggung jawab untuk 
mengganti kepada penyewa untuk nilai yang disusutkan 
dari aset tersebut, segera sebelum kerugian. 
 

6.3 Sewa sebagai Moda Pembiayaan 
Seperti murabahah, sewa pada awalnya bukan merupakan 

modus pembiayaan. Ini hanyalah sebuah transaksi yang 
dimaksudkan untuk mentransfer hak pakai hasil properti dari satu 
orang ke orang lain untuk jangka waktu yang disepakati dengan 
pertimbangan yang disepakati. Namun, lembaga keuangan tertentu 
telah mengadopsi leasing sebagai modus pembiayaan daripada 
pinjaman jangka panjang atas dasar bunga. Sewa semacam ini 
umumnya dikenal sebagai sewa keuangan yang dibedakan dari 
sewa operasi dan banyak fitur dasar dari transaksi sewa yang 
sebenarnya telah dihilangkan di dalamnya. 

Ketika lembaga keuangan bebas bunga didirikan dalam 
waktu dekat, mereka menemukan bahwa leasing adalah mode 
keuangan yang diakui di seluruh dunia. Di sisi lain, mereka 
menyadari bahwa leasing adalah transaksi yang sah menurut 
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syariah dan dapat digunakan sebagai moda pembiayaan tanpa 
bunga. Oleh karena itu, leasing telah diadopsi oleh lembaga 
keuangan Islam, tetapi sangat sedikit dari mereka yang 
memperhatikan fakta bahwa financial lease memiliki sejumlah 
karakteristik yang lebih mirip dengan bunga daripada transaksi 
leasing yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka mulai 
menggunakan model perjanjian leasing yang sama seperti yang 
sedang populer di kalangan lembaga keuangan konvensional tanpa 
modifikasi apapun, sementara sejumlah ketentuan mereka tidak 
sesuai dengan syariah. 

Seperti disebutkan sebelumnya, leasing bukanlah mode 
pembiayaan pada asalnya. Namun, transaksi tersebut dapat 
digunakan untuk pembiayaan, tergantung pada kondisi tertentu. 
Tidaklah cukup untuk tujuan ini mengganti nama bunga dengan 
nama sewa dan mengganti nama hipotek dengan nama aset 
sewaan. Harus ada perbedaan besar antara leasing dan pinjaman 
berbunga. Itu akan mungkin hanya dengan mengikuti semua 
aturan leasing Islam, beberapa di antaranya telah disebutkan di 
bagian pertama bab ini. 

Untuk lebih spesifik, beberapa perbedaan mendasar antara 
leasing finansial kontemporer dan leasing sebenarnya yang 
diperbolehkan oleh Syariah ditunjukkan di bawah ini: 
1. Dimulainya Sewa 

Berbeda dengan akad jual beli, akad ijarah dapat 
dilakukan untuk tanggal yang akan datang (Abidin, 2000). Jadi, 
sementara penjualan forward tidak diperbolehkan dalam 
Syariah, sebuah 'ijarah' untuk tanggal yang akan datang 
diperbolehkan, dengan syarat bahwa sewa akan dibayarkan 
hanya setelah aset sewaan diserahkan kepada penyewa. 

Dalam kebanyakan kasus sewa finansial, lessor yaitu 
lembaga keuangan membeli aset melalui lessee sendiri. Lessee 
membeli aset atas nama lessor yang membayar harganya 
kepada pemasok, baik secara langsung atau melalui lessee. 
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Dalam beberapa perjanjian leasing, leasing dimulai pada hari 
dimana harga dibayar oleh lessor, terlepas dari apakah lessee 
telah melakukan pembayaran kepada pemasok dan menerima 
pengiriman aset atau tidak. Ini mungkin berarti bahwa 
kewajiban penyewa atas sewa dimulai sebelum penyewa 
menerima pengiriman aset. Hal ini tidak diperbolehkan dalam 
syariat, karena sama dengan memungut biaya sewa atas uang 
yang diberikan kepada nasabah yang tidak lain adalah bunga, 
murni dan sederhana. 

Cara yang benar, menurut syariah, adalah bahwa sewa 
dibebankan setelah penyewa menerima penyerahan aset, dan 
bukan sejak hari harga telah dibayar. Jika pemasok menunda 
pengiriman setelah menerima harga penuh, penyewa tidak 
bertanggung jawab atas sewa periode penundaan. 

 
2. Perbedaan Hubungan Para Pihak 

Harus dipahami dengan jelas bahwa ketika penyewa 
sendiri telah dipercayakan dengan pembelian aset yang 
dimaksudkan untuk disewakan, ada dua hubungan terpisah 
antara institusi dan klien yang beroperasi satu demi satu. 
Dalam contoh pertama, klien adalah agen institusi untuk 
membeli aset atas nama yang terakhir. Pada tahap ini, 
hubungan para pihak tidak lebih dari hubungan prinsipal dan 
agennya. Hubungan lessor dan lessee belum beroperasi. 

Tahap kedua dimulai dari tanggal klien menerima 
pengiriman dari pemasok. Pada tahap ini, hubungan lessor dan 
lessee mulai memainkan perannya. Kedua kapasitas partai ini 
tidak boleh dicampuradukkan atau dibingungkan satu sama 
lain. Selama tahap pertama, klien tidak dapat dianggap 
bertanggung jawab atas kewajiban penyewa. Dalam periode 
ini, dia bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi sebagai 
agen saja. Tetapi ketika barang itu diserahkan kepadanya, ia 



 

86     Ekonomi Syariah         

bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya 
sebagai penyewa. 

Namun, ada perbedaan antara murabahah dan leasing. 
Dalam murabahah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, 
penjualan aktual harus dilakukan setelah klien menerima 
penyerahan dari pemasok, dan kesepakatan murabahah 
sebelumnya tidak cukup untuk melakukan penjualan aktual. 
Oleh karena itu, setelah mengambil barang itu sebagai agen, ia 
terikat untuk memberi isyarat kepada lembaga itu, dan 
mengajukan penawaran pembelian darinya. Penjualan terjadi 
setelah institusi menerima tawaran tersebut. 

Prosedur dalam leasing berbeda, dan sedikit lebih 
pendek. Di sini para pihak tidak perlu mempengaruhi kontrak 
sewa setelah mengambil pengiriman. Jika institusi, saat 
menunjuk klien sebagai agennya, telah setuju untuk 
menyewakan aset yang berlaku sejak tanggal pengiriman, 
sewa secara otomatis akan dimulai pada tanggal tersebut 
tanpa prosedur tambahan. Ada dua alasan untuk perbedaan 
antara murabahah dan leasing: 

Pertama, ini adalah syarat yang diperlukan untuk 
penjualan yang sah yang harus dilakukan secara instan. 
Dengan demikian, penjualan yang dikaitkan dengan tanggal di 
masa depan tidak sah menurut syariah. Tetapi sewa dapat 
dikaitkan dengan tanggal di masa mendatang. Oleh karena itu, 
akad sebelumnya tidak cukup dalam hal murabahah, 
sedangkan cukup dalam hal leasing. 

Kedua, prinsip dasar syariah adalah bahwa seseorang 
tidak dapat mengklaim keuntungan atau biaya untuk properti 
yang risikonya tidak pernah ditanggung olehnya. Dengan 
menerapkan prinsip murabahah ini, penjual tidak dapat 
mengklaim keuntungan atas properti yang tidak pernah 
berada di bawah risikonya sesaat pun. Oleh karena itu, jika 
perjanjian sebelumnya dianggap cukup untuk melakukan 
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penjualan antara klien dan institusi, aset akan dialihkan ke 
klien secara bersamaan ketika dia mengambil alih, dan aset 
tersebut tidak akan menjadi risiko penjual bahkan sejenak. 
Itulah sebabnya transfer sekaligus tidak mungkin dalam 
murabahah, dan harus ada penawaran dan penerimaan baru 
setelah pengiriman. 

Namun, dalam leasing, aset tetap berada di bawah 
risiko dan kepemilikan lessor selama periode leasing, karena 
kepemilikannya belum dialihkan. Oleh karena itu, jika masa 
sewa dimulai sejak klien menerima penyerahan, hal itu tidak 
melanggar asas tersebut di atas. 

 
3. Biaya Akibat Kepemilikan 

Karena lessor adalah pemilik aset, dan dia telah 
membelinya dari pemasok melalui agennya, dia bertanggung 
jawab untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan dalam 
proses pembelian dan impornya ke negara lessor. 
Konsekuensinya, dia bertanggung jawab untuk membayar 
ongkos angkut dan bea cukai dll. Dia tentu saja dapat 
memasukkan semua pengeluaran ini ke dalam biayanya dan 
dapat mempertimbangkannya saat menetapkan sewa, tetapi 
sebagai prinsip, dia bertanggung jawab untuk menanggung 
semua biaya ini sebagai pemilik aset. Setiap kesepakatan yang 
bertentangan, seperti yang ditemukan dalam sewa keuangan 
tradisional, tidak sesuai dengan syariah. 

 
4. Tanggung jawab para pihak jika terjadi kehilangan 

aset 
Seperti disebutkan dalam prinsip dasar leasing, 

penyewa bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 
oleh penyalahgunaan atau kelalaiannya terhadap aset. Dia juga 
dapat dibuat bertanggung jawab atas keausan yang biasanya 
terjadi selama penggunaannya. Tetapi ia tidak dapat dimintai 
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pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh 
faktor-faktor di luar kendalinya. Perjanjian sewa keuangan 
tradisional umumnya tidak membedakan antara dua situasi 
tersebut. Dalam sewa berdasarkan prinsip Islam, kedua situasi 
tersebut harus ditangani secara terpisah. 
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BAB 7 
MEKANISME PASAR DALAM 
EKONOMI SYARIAH 
 
Oleh Yudhistira Ardana 
 
7.1 Pendahuluan 

Dalam arti sempit, pasar adalah tempat bertemunya penjual 
dan pembeli, atau tempat bertemunya proses permintaan dan 
penawaran. Dalam arti luas, pasar adalah proses transaksi antara 
penawaran dan permintaan yang memerlukan proses kompleks 
yang melibatkan banyak pelaku. Dalam Islam, pasar sangat penting 
dalam sistem ekonomi. Bahkan, praktik ekonomi pada masa 
Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan peran pasar yang 
mendominasi. Rasulullah menganggap harga pasar itu wajar. Ia 
menentang adanya intervensi harga atau intervensi mekanisme 
pasar untuk mengatasi volatilitas harga yang disebabkan oleh 
proses pasar yang adil. Namun, mekanisme penciptaan harga di 
pasar Islam melibatkan moralitas, seperti persaingan yang sehat, 
kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai tersebut 
ditegakkan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak harga 
pasar. 

Sistem pasar dalam Islam sendiri merupakan sistem pasar 
dimana harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual. Pemerintah 
akan mengintervensi jika ada ketidakadilan. Untuk dapat 
melakukan aktivitas pasar yang sesuai dengan prinsip Islam, sangat 
penting bagi pelaku pasar untuk mematuhi standar Islam. Selain 
penerapan moral di pasar, pengawasan atas tindakannya juga 
diperlukan untuk mengendalikan semua aktivitas tersebut. Dalam 
pasar Islam ini, setiap transaksi tentunya selalu dilandasi moral 
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dan etika, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat 
terwujud keuntungan bersama dalam melakukan kegiatan 
ekonomi. 

 

7.2 Pasar pada Masa Rasulullah 
Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan 

Khulafaurrasyidin, pasar merupakan bagian vital dari 
perekonomian umat Islam. Nabi Muhammad SAW memang 
memulai karirnya sebagai pedagang. Khulafaurrasyidin dan para 
sahabat juga berprofesi sebagai pedagang. Dalam karir 
berdagangnya, Muhammad berdagang dengan profesional, dan 
beliau selalu melakukan kegiatan berdagangnya dengan penuh 
integritas. Karena itulah beliau dikenal sebagai "al-amin" (yang 
terpercaya). Ketika Rasulullah dan para pengikutnya pertama kali 
mulai menyebarkan Islam di Mekkah, mereka fokus pada dakwah 
dan peperangan. Tugas Rasulullah berubah ketika masyarakat 
Muslim mulai hijrah ke Madinah, dan beliau mengambil peran 
sebagai pengawas pasar atau al muhtasib. 

Saat itu adalah masa ketika mekanisme pasar sangat 
dihargai. Meskipun biaya hidup di Madinah tiba-tiba meningkat, 
Rasulullah menolak menerapkan kebijakan pengendalian harga. 
Jika kenaikan harga adalah hasil dari kekuatan pasar secara umum 
(penawaran dan permintaan) dan tidak disertai dengan motivasi 
monopolistik atau monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk 
menolak harga pasar yang baru. Pada saat itu para sahabat 
kemudian memohon kepada Nabi Muhammad, “Wahai Rasulullah, 
hargai kami!” Jawabannya adalah “Sesungguhnya Allah-lah yang 
menetapkan harga, menjaga manusia, memberikan rizki, dan 
menyediakan makanan untuk makhluknya. Saya berdoa agar pada 
hari saya melihat Tuhanku, tidak ada dari kalian yang akan 
menuntutku karena salah darah atau hartamu." (Riwayat Bukhari 
dan Muslim). Dalam ekonomi konvensional, hal tersebut oleh 
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Adam Smith seorang tokoh dibidang ekonomi sebagai "tangan tak 
kentara (invisible hand) yang mengatur pembentukan harga pasar". 

Mekanisme di pasar dijelaskan dengan jelas dalam hadits di 
atas sebagai sunatullah. Tidak ada orang yang dapat 
mempengaruhi pasar karena itu adalah kekuatan kolektif yang 
ditentukan oleh Allah. Pelanggaran harga pasar, seperti 
menetapkan harga dengan cara yang tidak tepat dan motif yang 
tidak tepat, merupakan ketidakadilan yang akan dimintai 
pertanggung jawaban di hadapan Allah. Di sisi lain, dikatakan 
bahwa seseorang yang menjual barangnya dengan harga pasar 
adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, padahal 
menentukan diri sendiri merupakan perbuatan ingkar terhadap 
Allah. Berikut ini diungkap dalam sebuah hadits Rasulullah SAW 
melalui Ibnu Mughirah. Ketika melihat seorang laki-laki menjual 
makanan dengan harga lebih mahal dari harga pasar, Rasulullah 
SAW bersabda “Orang-orang yang datang membawa barang ke 
pasar ini laksana orang berjihad fisabilillah sedangkan orang-orang 
yang menaikkan harga adalah seperti orang yang ingkar kepada 
Allah.” 

 

7.3. Mekanisme Pasar Menurut Ulama Muslim 
Para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al Ghazali, Ibnu 

Khaldun, dan Ibnu Taimiyah memberikan perhatian yang cukup 
besar mengenai mekanisme pasar. Pemikiran tentang mekanisme 
pasar yang diungkap oleh ulama muslim pada waktu itu, tidak 
hanya mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang 
terjadi saat itu, tetapi juga dianggap futuristik. Banyak pemikiran-
pemikiran ulama muslim tidak didiskusikan hingga ratusan tahun 
kemudian oleh para ilmuwan Barat. Berikut akan disajikan 
beberapa ide para ulama muslim, yang tentunya merupakan 
kekayaan intelektual yang akan sangat berharga di masa sekarang 
dan masa depan. 
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1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf 
Abu Yusuf dkenal sebagai intelektual muslim pertama 

yang membahas mengenai mekanisme pasar. Buku Al Kharaj 
karya Abu Yusuf berisi pendapatnya tentang mekanisme pasar. 
Meskipun istilah permintaan dan penawaran tidak 
diungkapkan secara tegas, Abu Yusuf merumuskan aturan 
permintaan dan penawaran di pasar dan menetapkan tingkat 
harga. Abu Yusuf mengkritisi persoalan ekonomi yang terjadi 
saat itu. Ketika terjadi kelangkaan barang, harga cenderung 
naik, seperti yang terjadi pada masa Abu Yusuf. Sedangkan 
ketika barang melimpah, harga cenderung turun atau lebih 
rendah. Berikut ini adalah rumus yang menggambarkan 
hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta saat ini. 

    D = Q = f(P) 
Kita dapat menarik kesimpulan dari formulasi di atas 

bahwa hukum permintaan menegaskan bahwa ketika harga 
komoditas naik, konsumen merespons dengan membeli lebih 
sedikit komoditas. Konsumen akan meningkatkan pembelian 
komoditasnya jika harga komoditas menurun. Abu Yusuf tidak 
setuju dengan pendapat tersebut. Sebab, dalam praktiknya, 
“jika persediaan barang terbatas maka harga akan tinggi, begitu 
pula sebaliknya, jika persediaan barang melimpah maka harga 
akan murah”, tidak selalu benar. Abu Yusuf berpendapat bahwa 
hal ini ditentukan melalui sistem pasar yang adil tanpa moral 
hazard yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Harga 
rendah tidak dihasilkan dari kelebihan produk atau jasa. 
Demikian pula, tingginya harga tidak hanya karena kelangkaan 
suatu barang. Tinggi atau rendahnya harga di pasar merupakan 
ketentuan Allah (sunnatullah). Terkadang produk atau jasa 
tidak banyak tersedia di pasar, namun harganya tidak tinggi. 

Hubungan sisi penawaran antara harga dan kuantitas 
pada saat ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 

    S = Q = f(P) 
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Menurut formulasi di atas, aturan penawaran 
menyatakan bahwa jika harga komoditas naik, produsen akan 
meresponnya dengan menambah jumlah barang yang tersedia. 
Begitu pula jika harga komoditas turun, maka akan terjadi 
pengurangan jumlah komoditas yang tersedia. Abu Yusuf 
mengkritisi hal ini, karena Abu Yusuf mengklaim bahwa harga 
ditentukan tidak hanya oleh penawaran, tetapi juga oleh 
permintaan akan barang-barang tersebut. Variabel lain, seperti 
jumlah uang yang beredar, penimbunan, atau penahanan suatu 
objek, dapat memengaruhi harga. Selanjutnya, Abu Yusuf 
memaparkan komponen moral dalam menetapkan harga 
pasar. Pada dasarnya, penalaran Abu Yusuf adalah konsekuensi 
dari pengamatannya terhadap realitas faktual saat itu, yaitu 
kelebihan produk seringkali diikuti dengan tingginya tingkat 
harga, dan kekurangan barang diikuti dengan harga yang 
rendah. 

 
2. Mekanisme Pasar Menurut Al-Ghazali 

Al Ihya 'Ulumuddin karya Al Ghazali mencakup berbagai 
tema ekonomi, termasuk pasar. Beberapa isu yang dibahas 
dalam karyanya yaitu termasuk barter dan tantangannya, 
relevansi kegiatan perdagangan, dan pertumbuhan pasar, serta 
faktor permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Ia 
mengatakan dalam penjelasannya tentang proses 
pembentukan pasar, "Petani tetap dapat bertahan hidup ketika 
alat-alat pertanian tidak tersedia." Sebaliknya, "Ketika tidak ada 
tanah pertanian, pandai besi dan tukang kayupun dapat 
bertahan hidup." Namun, mereka akan secara alami memenuhi 
tuntutan satu sama lain. Tukang kayu mungkin membutuhkan 
makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. 
Kondisi ini menyebabkan terjadinya suatu permasalahan. 
Akibatnya, individu secara alami akan terdorong untuk 
menawarkan lokasi penyimpanan alat-alat tersebut di satu sisi 
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dan hasil pertanian di sisi lain. Lokasi ini kemudian sering 
dikunjungi pelanggan berdasarkan permintaan khusus mereka, 
sehingga terbentuklah pasar. Mereka yang tidak bisa barter 
langsung, seperti petani, tukang kayu, dan pandai besi, juga 
digiring untuk masuk ke pasar ini. Dia akan menjualnya ke 
pedagang dengan harga yang wajar dan kemudian 
menyimpannya sebagai persediaan jika tidak ada pembeli atau 
penjual lain di pasar yang siap melakukan barter. Setelah itu, 
pedagang menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Ini 
berlaku untuk semua jenis produk.  

Berdasarkan argumentasi tersebut, Al Ghazali 
memahami permasalahan yang terkait dengan sistem barter, 
atau double coincidence dalam ilmu ekonomi kontemporer. 
Oleh karena itu, pasar menjadi suatu tempat yang penting. 
Bahkan Al Ghazali mengakui bahwa mencari keuntungan 
adalah kekuatan pendorong di balik setiap transaksi 
perdagangan. Namun, ia menekankan perlunya berdagang 
dengan integritas. Kode etik itu didasarkan pada prinsip-
prinsip Islam. Penghasilan di akhirat adalah yang paling 
penting. Ia juga mengusulkan agar pemerintah berperan dalam 
memastikan keamanan jalur perdagangan untuk memfasilitasi 
perdagangan dan pembangunan ekonomi. 

 
3. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taimiyah 

Al Hisbah fi'l Al Islam dan Majmu' Fatawa, dua karya 
Ibnu Taimiyah yang paling terkenal, memuat banyak 
gagasannya tentang mekanisme pasar. Meskipun Ibnu 
Taimiyah mendasarkan pemahamannya tentang pasar pada 
perubahan harga historis, ia melakukannya dalam konteks 
mekanisme pasar. Singkatnya, ia telah menunjukkan keindahan 
mekanisme pasar, kekurangan dan lainnya. Ketika harga naik, 
menurut Ibnu Taimiyah belum tentu karena pedagang berlaku 
tidak adil. Harga dihasilkan ketika beberapa faktor kompleks 
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yang berinteraksi sesuai dengan aturan permintaan dan 
penawaran.  

“Fluktuasi harga belum tentu merupakan akibat dari 
ketidakadilan di beberapa sektor produksi, penurunan 
permintaan konsumen, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika 
permintaan tumbuh tetapi penawaran turun, harga juga akan 
meningkat. Jika penawaran suatu barang meningkat sementara 
permintaan jatuh, harga barang itu akan turun juga. Perilaku 
beberapa orang mungkin bukan alasan mengapa beberapa 
produk langka sementara yang lain berlimpah. Terkadang itu 
hasil dari ketidakadilan, dan di lain waktu itu kehendak Allah, 
karena Allah menaruh keinginan di dalam hati manusia. (Al 
Hisbah fi'l Al Islam). 

Permintaan suatu produk dapat dipengaruhi oleh 
beberapa variabel, antara lain (Majmu Fatawa): a) keinginan 
masyarakat yang meminta produk tersebut (yang dapat 
bervariasi tergantung ketersediaan atau kekurangan produk 
yang bersangkutan); b) jumlah orang yang meminta produk; c) 
kuat atau tidaknya kebutuhan akan produk dan besarnya 
permintaan; d) kualitas pembeli produk; e) ketersediaan 
produk pengganti atau pelengkap; f) jenis pembayaran dan g) 
tujuan transaksi tersebut. 

Ibnu Taimiyah pada umumnya sangat menjunjung 
tinggi atau menghargai harga-harga yang muncul akibat dari 
adanya sistem pasar bebas. Karena itu, ia sering menentang 
upaya pemerintah untuk menaikkan atau menetapkan harga 
sehingga mengganggu pasar bebas. Pemerintah tidak dapat 
mengintervensi pasar untuk mengubah harga ketika 
pergeseran penawaran dan permintaan adalah hasil dari 
keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Intervensi hanya tepat 
dalam keadaan dan kondisi tertentu, seperti ketika pembeli 
atau penjual sedang melakukan penimbunan. 
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4. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun 
Dalam karyanya yang masif bertajuk Al Muqadimah, 

Ibnu Khaldun memaparkan pandangannya tentang pasar. Ia 
mengklasifikasikan produk menjadi dua kategori yaitu: barang 
pokok dan barang mewah. Ibnu Khaldun percaya bahwa ketika 
sebuah kota berkembang dan populasinya bertambah, harga 
barang-barang kebutuhan pokok akan turun sementara harga 
barang-barang mewah akan naik. Menurutnya, jika suatu kota 
berkembang dan jumlah penduduknya meningkat, maka harga 
kebutuhan pokok akan turun sedangkan harga barang mewah 
akan naik karena barang-barang dasar membutuhkan lebih 
sedikit sumber daya untuk diproduksi daripada barang-barang 
mewah. Hal ini disebabkan meningkatnya pasokan bahan 
makanan dan kebutuhan pokok lainnya karena barang-barang 
tersebut sangat vital dan dibutuhkan oleh semua orang, 
sehingga perolehan barang-barang tersebut akan 
diprioritaskan.  

Di sisi lain, harga barang-barang mewah akan terus 
meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup yang 
lebih boros, yang akan menyebabkan peningkatan permintaan 
terhadap barang-barang mewah tersebut. Ibnu Khaldun benar-
benar menggambarkan dampak penawaran dan permintaan 
terhadap tingkat harga dalam bagian khusus ini. Ia juga 
memberikan penjelasan mendalam tentang pengaruh tingkat 
harga sebagai akibat persaingan antar konsumen dan 
meningkatnya biaya yang disebabkan oleh pajak dan pungutan 
lainnya. 

Dalam hal perdagangan, tingkat keuntungan yang sesuai 
akan merangsang pertumbuhan, sedangkan tingkat 
keuntungan yang terlalu rendah akan menghambat 
perdagangan. Jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, 
perdagangan juga akan melemah karena akan menurunkan 
tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat 
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menghargai harga yang muncul melalui operasi pasar bebas; 
meskipun demikian, dia tidak memberikan rekomendasi 
tindakan apa pun yang harus diterapkan pemerintah untuk 
mempengaruhi tingkat harga. Ibnu Khaldun lebih menekankan 
pada banyak elemen yang berpengaruh pada penetapan harga. 
Ibnu Taimiyah, di sisi lain, dengan gigih menentang keterlibatan 
pemerintah selama pasar terus berfungsi dengan baik dan 
bebas. Sudut pandang ini jelas berbeda dengannya. 

 

7.4 Mekanisme Pasar Syariah 
Pasar berperan penting dalam perekonomian pada masa 

Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, terbukti dengan kegiatan 
ekonomi yang terjadi pada masa itu. Rasulullah memiliki keyakinan 
yang mendalam bahwa harga yang muncul secara alami dari pasar 
adalah harga yang paling adil. Beliau dengan tegas menentang 
campur tangan apa pun, termasuk manipulasi harga, kecuali 
perubahan harga adalah hasil dari mekanisme pasar yang wajar 
dan terbuka. Penegakan prinsip-prinsip moral merupakan 
kebutuhan mutlak agaar mekanisme pasar dapat berjalan dengan 
baik, memberikan saling pengertian kepada para pelaku pasar, dan 
menghasilkan keuntungan bersama bagi semua pihak yang terlibat. 
Pelaku pasar sangat memperhatikan nilai-nilai moral berikut ini: 
kejujuran, keterbukaan, transparansi, saling percaya, dan keadilan. 
Jika prinsip tersebut telah diterapkan, maka tidak ada alasan untuk 
menolak harga pasar. 

Para pemikir ekonomi Islam klasik ini tidak hanya mampu 
memberikan analisis yang tajam dan akurat tentang realitas pada 
masa itu, tetapi gagasan-gagasan yang mereka kemukakan juga 
dapat diterapkan pada ilmu ekonomi kontemporer. Mereka 
memiliki pemahaman mendasar bahwa harga di pasar ditentukan 
oleh sejumlah variabel yang berbeda, yang pada gilirannya 
mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa. 



 

100     Ekonomi Syariah         

Berikut ini akan dipaparkan tentang mekanisme pasar menurut 
cara yang dipahami oleh para pemikir klasik ekonomi islam. 
1. Permintaan 

Permintaan adalah salah satu elemen yang 
menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu 
Taimiyah untuk menyebut permintaan ini adalah keinginan. 
Determinan permintaan adalah sebagai berikut. 
a. Harga Barang Bersangkutan 

Harga barang yang bersangkutan merupakan faktor 
penentu permintaan yang penting. Secara umum, hubungan 
antara tingkat harga dan kuantitas yang diminta adalah 
negatif. Semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah 
jumlah yang diminta. Begitu juga sebaliknya. 

b. Pendapatan Konsumen 
Pendapatan merupakan faktor penentu, selain harga 

barang. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen 
maka semakin tinggi daya belinya sehingga permintaan 
barangnya juga akan meningkat. Sebaliknya jika semakin 
rendah pendapatan konsumen maka daya belinya akan 
semakin rendah sehingga permintaan terhadap barang 
tersebut juga akan rendah. 

c. Harga Barang Lain yang Terkait 
Harga barang terkait lainnya juga menentukan 

permintaan suatu barang. Yang dimaksud dengan barang 
lain yang terkait adalah substitusi dan pelengkap dari 
barang tersebut. Jika harga suatu barang naik, permintaan 
barang itu turun karena konsumen mengalihkan 
permintaan mereka ke barang substitusi. Sebaliknya, jika 
harga suatu barang turun, maka permintaan barang 
tersebut juga meningkat, sedangkan permintaan barang 
penggantinya berkurang. Sedangkan jika harga barang 
komplementer naik maka permintaan barang tersebut akan 
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berkurang. Sebaliknya, jika harga barang pelengkap turun, 
maka permintaan barang tersebut akan meningkat. 

d. Selera Konsumen 
Selera konsumen juga menempati posisi penting 

dalam menentukan permintaan suatu barang. Jika selera 
konsumen tinggi maka permintaan mereka terhadap 
barang tersebut juga tinggi walaupun harganya tinggi. 
Sebaliknya, meskipun harga barang tersebut rendah, 
konsumen tetap tidak tertarik untuk membelinya jika tidak 
memiliki selera terhadap barang tersebut. 

e. Ekspektasi 
Meski tidak secara eksplisit, para pemikir ekonomi 

Islam telah menduga peran ekspektasi dalam menentukan 
permintaan. Pada ekspektasi positif, konsumen akan lebih 
termotivasi untuk membeli suatu barang, sedangkan pada 
ekspektasi negatif akan berpengaruh sebaliknya. 

f. Mashlahah 
Mashlahah adalah tujuan utama dalam 

mengkonsumsi barang karena memaksimalkan mashlahah 
adalah cara untuk mencapai falah. Mashlahah adalah 
perpaduan antara manfaat dan berkah. Hal ini juga 
membedakan sudut pandang Islam dari sudut pandang 
ekonomi konvensional pada permintaan barang. Berikut ini 
adalah kurva permintaan. 

 
Gambar 7.1. Kurva Permintaan 
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Gambar di atas menunjukkan hubungan antara 
harga dan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, 
perubahan kuantitas yang diminta hanya disebabkan oleh 
perubahan harga. Jadi, kurva ini menggambarkan hukum 
permintaan: jika harga turun dari delapan belas menjadi 
sepuluh, ceteris paribus, jumlah yang diminta akan 
meningkat dari delapan menjadi sembilan. 

 
2. Penawaran 

Dalam ranah pemikiran ekonomi Islam klasik, 
penawaran (supply) telah diidentifikasi sebagai kekuatan 
penting di pasar. Ibnu Taimiyah, misalnya, mengistilahkan 
penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. 
Menurutnya, penawaran bisa datang dari impor maupun 
produksi lokal sehingga kegiatan tersebut dilakukan oleh 
produsen atau penjual. 
a. Mashlahah 

Selain pengaruh mashlahah pada sisi permintaan, 
pengaruh mashlahah terhadap penawaran sebagian besar 
akan ditentukan oleh tingkat keimanan produsen. Jika 
terjadi kenaikan jumlah total mashlahah yang terkandung 
dalam barang yang diproduksi, maka produsen muslim 
akan membuat lebih banyak barang tersebut (ceteris 
paribus). Konsep maslahah juga memiliki komponen 
akhirat, yang mengandung janji imbalan di akhirat bagi 
mereka yang melakukan urusan bisnis sesuai dengan 
hukum syariah. 

b. Keuntungan 
Menghasilkan keuntungan adalah komponen 

penting dari mashlahah karena memungkinkan akumulasi 
modal yang, dalam jangka panjang, dapat digunakan dalam 
berbagai usaha yang berbeda. Berikut ini adalah daftar hal-
hal yang berpengaruh terhadap keuntungan: 
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1) Harga Barang 
Harga barang merupakan komponen utama yang 

berperan dalam menentukan keuntungan. Ekonom klasik 
telah lama mengetahui bahwa harga produk memiliki 
pengaruh yang signifikan dalam menentukan penawaran 
barang tersebut. Jika faktor-faktor lain tetap konstan, 
jumlah laba yang mungkin diperoleh per unit output akan 
meningkat jika harga barang naik. Begitu juga sebaliknya 
sebaliknya. 
2) Biaya Produksi 

Tingkat keuntungan berbanding lurus dengan biaya 
produksi, karena keuntungan dapat didefinisikan sebagai 
perbedaan antara pendapatan dan biaya. Jika biaya 
dikurangi, semuanya sama, produsen dan penjual akan 
melihat peningkatan keuntungan mereka, yang, pada 
gilirannya, akan merangsang peningkatan jumlah 
penawaran yang dibawa ke pasar. Di sisi lain, jika biaya 
naik, semua hal lain dianggap sama, keuntungan yang 
diperoleh produsen dan penjual akan berkurang, yang pada 
gilirannya akan membatasi kuantitas yang diberikan ke 
pasar. Jika ada kenaikan biaya, maka produsen akan 
menaikkan harga untuk mempertahankan tingkat 
keuntungan mereka saat ini. 

 
3. Keseimbangan Pasar 

Suatu pasar dikatakan berada dalam kondisi 
keseimbangan atau ekuilibrium apabila seluruh kekuatan pasar 
yaitu permintaan dan penawaran juga berada dalam keadaan 
seimbang. Ketika ini terjadi, baik harga maupun jumlah barang 
atau jasa yang diperdagangkan tidak dapat berubah. Karena 
keadaan ini, harga dan jumlah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan transaksi akan sama dengan yang disediakan. 
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Perjalanan menuju ekuilibrium pasar dapat dimulai baik 
dari sisi permintaan maupun sisi penawaran, dan dapat terjadi 
kapan saja di sepanjang jalan. Ambil contoh kasus ketika 
langkah pertama dalam proses berasal dari sisi permintaan. 
Kelangkaan akan terjadi ketika permintaan yang tinggi tidak 
dapat dipenuhi oleh pasokan yang tersedia. Padahal, menurut 
prinsip kelangkaan, harga suatu barang akan naik ketika 
semakin langka. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan grafik 
berikut. 

 
Gambar 7.2. Proses Mencapai Keseimbangan Pasar 

 
Pada tingkat harga P1, jumlah barang yang diinginkan di 

pasar adalah QD1, dan jumlah barang yang akan ditawarkan ke 
pasar adalah QS1. Ini terlihat pada gambar yang dapat 
ditemukan di atas. Terlihat jelas dari gambar tersebut bahwa 
jumlah barang yang ditawarkan lebih tinggi dari jumlah barang 
yang diminta, sehingga terjadi kelebihan pasokan. Harga 
memiliki kecenderungan untuk didorong lebih rendah dalam 
kondisi seperti ini, yang mengakibatkan turunnya harga 
tersebut. Ketika biaya turun, satu faktor akan menyebabkan 
peningkatan permintaan dari konsumen. Sebaliknya, jumlah 
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barang yang ditawarkan ke pasar akan turun sebagai akibat 
langsung dari penurunan harga ini. 

Ketika harga mencapai tingkat harga P2, jumlah yang 
dicari adalah QD2, sedangkan jumlah yang ditawarkan adalah 
QS2. Jelas dari sini bahwa masih ada kelebihan pasokan, 
meskipun jumlahnya lebih sedikit dari sebelumnya. Sebagai 
konsekuensi langsung dari hal ini, harga akan terdorong lebih 
rendah; namun demikian, tekanan yang diberikan pada harga 
untuk bergerak ke bawah akan menjadi kurang kuat. Di 
kampung halaman, produsen akan memangkas jumlah barang 
yang diberikan ke pasar, sedangkan konsumen akan 
menaikkan jumlah barang yang dibutuhkan pasar. Proses ini 
akan terus berlanjut hingga hasil akhir, dimana jumlah produk 
yang diminta akan sama persis dengan jumlah barang yang 
ditawarkan (QD QS), sehingga terjadi posisi dimana kekuatan 
antara permintaan dan penawaran berada dalam keadaan 
seimbang. Kondisi simetris ini didapatkan saat harga mencapai 
P4. Ketika harga berada pada posisi ini, faktor pasar yang 
mendorong harga naik (permintaan) sama dengan kekuatan 
pasar yang menekan harga turun (penawaran/penawaran), 
sehingga tidak terjadi perubahan harga secara keseluruhan. 
Saat ini terjadi, tidak ada lagi pergerakan perubahan harga 
karena kekuatan yang ada di pasar sudah seimbang. Akibatnya, 
tidak ada lagi pergerakan harga. 

 
4. Konsep Harga dan Solusi Islam terhadap 

Ketidaksempurnaan Bekerjanya Pasar 
Fokus yang cukup besar ditempatkan dalam ajaran 

Islam tentang penciptaan sistem pasar yang sempurna. 
Mekanisme pasar yang disempurnakan adalah hasil dari 
kekuatan impersonal dan massa, yang keduanya dapat diamati 
di dunia nyata. Jika ada persaingan yang cukup, pasar akan 
dapat menetapkan harga yang dapat disepakati bersama. 
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Akibatnya, harga yang wajar tidak dapat dicapai jika 
mekanisme pasar dimanipulasi. Di sisi lain, penetapan harga 
yang adil akan memicu persaingan yang sehat di antara pelaku 
pasar. Pelaku pasar akan ragu-ragu untuk berdagang atau akan 
merasa terpaksa untuk bertransaksi meskipun harganya tidak 
adil, yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak yang 
terlibat. Karena itu, Islam mengutamakan harga yang adil dan 
sistem pasar yang efisien. 

 
5. Peranan Pemerintah dalam Mengontrol Pasar 

Pemerintah memainkan peran penting dalam 
memastikan proses pasar berjalan dengan sempurna. Peran 
pengawas pasar, atau al hisbah, yang telah dipenuhi oleh 
Rasulullah SAW, menjadi metafora fungsi negara di pasar. Al 
Mawardi berpendapat bahwa keberadaan dan fungsi al hisbah 
sesuai dengan firman Allah, yaitu:” “Dan hendaklah di antara 
kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, 
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah yang munkar. 
Merekalah orang orang yang beruntung.” Sementara itu, Ibnu 
Taimiyah menulis sebuah buku berjudul Al Hisbah fi'l Islam, di 
mana ia membahas al hisbah dengan sangat rinci pada masa 
Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering menginspeksi pasar 
untuk harga dan efisiensi. Beliau sering mengidentifikasi 
aktivitas bisnis yang tidak etis selama inspeksinya dan 
mendisiplinkan mereka yang bertanggung jawab. 

Menurut Al Mawardi, tujuan al hisbah adalah 
menjadikan perbuatan baik sebagai norma dan melarang 
perbuatan yang merugikan setelah menjadi kebiasaan yang 
meluas. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan al hisbah adalah untuk 
menegakkan ketertiban dalam apa yang dikenal sebagai 
kebaikan (al ma'ruf) dan untuk mencegah apa yang dikenal 
sebagai keburukan (al munkar) di wilayah umum lainnya yang 
berada di luar jangkauan institusi biasa. 
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Al hisbah adalah konsep yang sering digunakan dalam 
teori ekonomi Islam modern untuk menjelaskan peran negara 
dalam ekonomi dan pasar. Berbagai versi terjemahan al hisbah 
menjadi resep kebijakan konkret muncul. Ekonom tidak setuju 
tentang siapa sebenarnya yang akan memainkan al hisbah, 
tetapi banyak yang percaya negara dalam institusi yang 
berbeda. Karena al hisbah bersifat intrinsik bagi peran negara 
dalam perekonomian, tidak diperlukan lembaga terpisah untuk 
mengimplementasikannya. Sementara itu, ada pihak yang 
bersikeras untuk membentuk struktur otoritas tersendiri yang 
dikenal dengan al hisbah. Jadi, al hisbah bisa dianggap sebagai 
bentuk polisi khusus ekonomi. Padahal, organisasi ini bertindak 
sebagai pihak ketiga yang netral, tidak dibatasi oleh prioritas 
kelompok kepentingan khusus atau pemerintah pusat. Namun, 
karena peran strategis dan jangkauannya yang jauh menjadi 
lebih jelas, kemungkinan lembaga al hisbah yang otonom 
menjadi operasional menjadi semakin kecil kemungkinannya. 
Teknis operasional akan ditangani oleh kementerian, 
departemen, lembaga, atau badan afiliasi lainnya, dengan fungsi 
al hisbah menjadi komponen integral dari keseluruhan fungsi 
pemerintahan. 
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BAB 8 
TANTANGAN EKONOMI SYARIAH 
 
Oleh Lucky Nugroho 
 
8.1 Pendahuluan 

Fenomena pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 
periode tahun 2022 relatif cukup baik, meskipun pada triwulan IV 
tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan triwulan III tahun 
2022. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada gambar sebagai 
berikut: 

 
Gambar 8.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Periode 2022 

Sumber: (Sembiring et al., 2022) 
 
Sesuai gambar 8.1 di atas, maka diketahui bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan (TW) IV 
mengalami penurunan 0,72%. Dimana pada TW IV pertumbuhan 

5.02% 

5.46% 

5.73% 

5.01% 

TW I TW II TW III TW IV
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ekonomi Indonesia sebesar 5,01% sedangkan pada TW III 
mencapai 5,73%. Namun demikian menurut, Kepala Badan Pusat 
Statistik (BPS) Margo Yuwono, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tersebut menggambarkan perekonomian nasional tetap kuat 
(Victoria et al., 2023). Kontributor utama dalam pertumbuhan 
ekonomi tersebut adalah sektor transportasi dan akomodasi, 
dimana berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto 
(PDB) dari aspek lapangan usaha. Lebih lanjut, sektor transportasi 
dan pergudangan menjadi kontributor yang dominan, yaitu 
sebesar 19,87%.  Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya 
mobilitas masyarakat setelah terkendalinya pandemi Covid-19. 
Selain itu, dengan baiknya mobilitas masyarakat maka berpotensi 
untuk menggerakkan roda perekonomian yang akan berdampak 
terhadap meningkatnya konsumsi masyarakat (Alonso-Carrera & 
Raurich, 2018; Hasan et al., 2022; Hidayah et al., 2022; Yunaz et al., 
2022).  

Pada sisi lain, ekonomi syariah juga memiliki kontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Adapun 
kontributor utama dari pertumbuhan ekonomi syariah berasal dari 
sektor unggulan halal value chain yang mencakup: (i) sektor 
pertanian; (ii) sektor makanan dan minuman halal; (iii) sektor 
busana Muslim, dan; (iv) sektor wisata ramah Muslim. Namun 
demikian, diantara empat sektor tersebut, sektor pertanian dan 
sektor wisata ramah Muslim yang dominan menyumbang 
pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut dikarenakan konsumsi 
masyarakat sudah mengalami peningkatan dan mulai normalnya 
mobilitas masyarakat yang menstimulasi aktivitas bisnis dan 
perdagangan pasca pandemi Covid-19 (Lailatul et al., 2023; 
Mightyn et al., 2022). Lebih lanjut, ekonomi syariah seharusnya 
menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional 
dikarenakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi 
Muslim terbesar di dunia dan ekonomi syariah dapat dijadikan 
salah satu solusi dari krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi 
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dikarenakan adanya unsur kerakusan dan ketidakadilan dalam 
berekonomi (Karyanto et al., 2021; Masyita, 2015; Nugroho & 
Tamala, 2018). Oleh karenanya, pemerintah Indonesia juga 
memiliki rencana strategis menjadikan Indonesia sebagai pusat 
bisnis dan keuangan syariah dunia (Bahari et al., 2021; Jihad et al., 
2022; Vidyaningrum et al., 2023). Namun demikian, fenomena 
yang terjadi adalah keunggulan dari bisnis halal dan ekonomi 
syariah Indonesia masih kalah dengan negara lain, hal itu 
ditunjukkan dengan data sebagai berikut: 
 Merujuk pada The State of the Global Islamic Economy 

(SGIE) menyatakan bahwa peringkat Ekonomi Syariah 
Indonesia di dunia (Global Islamic Economy Indicator) tahun 
2021 masih berada pada peringkat ke 4 (empat) apabila 
dibandingkan dengan negara Malaysia, Saudi Arabia, dan 
Uni Emirat Arab yang notabene jumlah penduduk 
Muslimnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
Indonesia (Santia, 2021). 

 Selain itu merujuk Kepala Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (Pamuji, 
2022), sektor makanan halal Indonesia (skor indeks 
makanan halal Indonesia) pada tahun 2021 masih pada 
rangking 2 (dua) dunia di bawah negara Malaysia. Namun 
untuk skor daging halal Indonesia masih jauh tertinggal 
dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi dan 
sebagainya. 

 Sedangkan pada sisi lain industri mode atau fesyen Muslim 
Indonesia pada tahun 2021 menduduki peringkat 3 (tiga) 
dunia setelah Uni Emirat Arab dan Mesir (Septyaningsih & 
Murdaningsih, 2020). Sedangkan sektor halal 
pharmaceutical and cosmetics Indonesia baru menempati 
peringkat 6 (enam) dunia dan sektor travelling yang masih 
jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya 
(Garetta & Ferdinan, 2021) 
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Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari tantangan internal 
ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang menurut Juda 
Agung sebagai Deputi Gubernur Indonesia, pada acara Sharia 
Economic & Financial Outlook (Shefo) 2023 (Amalina & Fitriani, 
2023) adalah sebagai berikut: 
 Terbatasnya pertumbuhan usaha syariah nasional; 
 Pangsa pasar pembiayaan syariah yang belum signifikan; 
 Literasi ekonomi dan keuangan syariah yang rendah; 
 Penggunaan digitalisasi yang belum luas. 

 
Berdasarkan fenomena tantangan ekonomi dan keuangan 

syariah tersebut, maka rumusan masalah pada bagian buku ini 
meliputi: 
 Bagaimana mengatasi terbatasnya pertumbuhan usaha 

syariah nasional? 
 Bagaimana meningkatkan pangsa pasar pembiayaan 

syariah? 
 Bagaimana meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan 

syariah? 
 Bagaimana meningkatkan penggunaan digitalisasi di 

daerah? 
 

Oleh karenanya berdasarkan rumusan-rumusan masalah 
tersebut, maka bagian dari buku ini bertujuan untuk mengatasi 
tantangan-tantangan ekonomi dan keuangan syariah yang terjadi 
di Indonesia. Selain itu implikasi dari buku ini bagi para 
pembacanya adalah memberikan informasi dan referensi berkaitan 
dengan tantangan dari ekonomi dan keuangan syariah nasional. 
Oleh karena itu, keterbaruan pada bagian buku ini adalah 
membahas tantangan dan bagaimana solusi dari ekonomi dan 
keuangan syariah pada tahun 2022 sehingga dapat dijadikan 
rujukan bagi para peneliti dan praktisi dalam membuat strategi 
maupun bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan 
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8.2 Pertumbuhan Usaha Syariah Nasional 
Penyebab dari keterbatasan pertumbuhan usaha syariah 

nasional disebabkan oleh lemahnya sektor halal pada industri hulu, 
dan proses sertifikasi halal yang belum optimal serta perangkat 
yang menunjang pasar halal baik tingkat domestik maupun untuk 
tujuan ekspor. Selain itu perlu adanya upaya maupun usaha untuk 
memanfaatkan peluang-peluang baru pada bidang ekonomi 
syariah yang tidak hanya fokus pada sektor keuangan syariah akan 
tetapi juga ke sektor lainnya seperti wisata ramah muslim, 
makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik halal yang 
mendukung penggunaan bahan baku lokal Indonesia, fesyen 
Muslim, dan sebagainya. 

Oleh karenanya apabila diilustrasikan, maka strategi untuk 
meningkatkan pertumbuhan usaha syariah nasional adalah sebagai 
berikut: 

 

 
Gambar 8.2. Strategi untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha 

Syariah 
Sumber: Penulis yang diolah dari berbagai sumber 

 
Merujuk pada gambar 8.2 di atas, maka dapat dijelaskan 

strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan usaha syariah 
nasional adalah sebagai berikut: 
 Memperkuat keuangan syariah nasional melalui 

penambahan jumlah bank syariah baik melalui pendirian 
baru bank syariah maupun melakukan spin off Unit Usaha 
Syariah dari bank induknya. Keuangan syariah merupakan 
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lokomotif yang menggerakkan sektor-sektor syariah 
lainnya dikarenakan seluruh transaksi bisnis dan keuangan 
sektor syariah harus menggunakan lembaga keuangan 
syariah. Dengan demikian, penambahan jumlah outlet bank 
syariah dan memperluas jangkuannya akan berdampak 
semakin banyak usaha syariah di daerah, pedesaan dan 
remote area yang akan bertransaksi keuangan mereka 
melalui bank syariah maupun lembaga keuangan syariah 
lainnya, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan sebagainya 
(Nugroho et al., 2022). 

 Memperkuat digital ekonomi, dengan adanya revolusi 
industri 4.0 menyebabkan penggunaan teknologi informasi, 
komputer dan internet telah menjadi keniscayaan. Oleh 
karenanya, penggunaan teknologi informasi, komputer dan 
internet merupakan suatu keharusan bagi para pelaku 
ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan usaha 
mereka sehingga produk dan layanan mereka sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat 
(Darmaningrum et al., 2023; Sukarno et al., 2022). 

 Memperkuat pengusaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM), UMKM merupakan tulang punggung 
perekonomian nasional dikarenakan mereka mendominasi 
pelaku usaha di Indonesia yang mencapai 99,9% (Hasan et 
al., 2022; Hidayah et al., 2022; Widodo et al., 2022). Oleh 
karenanya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan 
syariah nasional, maka UMKM harus mendapatkan 
perhatian khusus dalam hal peningkatan literasi mereka 
terhadap keuangan dan ekonomi syariah sehingga UMKM di 
Indonesia dapat menjadi bagian dari kegiatan usaha yang 
berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah (Nasfi 
et al., 2022). Selain itu, UMKM juga harus ditingkatkan 
kompetensinya dalam penggunaan aplikasi digital dalam 
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menunjang transaksi bisnis maupun keuangan mereka 
(Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019; Nugroho, 2021, 
2022a). 

 Memperkuat rantai nilai halal, rantai nilai halal merupakan 
salah ciri khas dari ekonomi syariah, oleh karenanya sektor 
usaha yang berkaitan dengan rantai nilai halal harus 
mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal 
kemudahan regulasi dalam mengakses modal untuk 
meningkatkan usaha mereka, mempermudah proses 
mendapatkan dokumen berupa legalitas usaha, membantu 
proses sertifikasi halal dan sebagainya (Jihad et al., 2022; 
Karyanto et al., 2021). Namun demikian, pemerintah dan 
seluruh stakeholder bisnis harus juga harus 
memprioritaskan pengembangan sektor unggulan rantai 
nilai halal yang mencakup: (i) sektor pertanian; (ii) sektor 
makanan dan minuman halal; (iii) sektor busana Muslim, 
dan; (iv) sektor wisata ramah Muslim. Hal tersebut 
dikarenakan sektor unggulan rantai nilai halal merupakan 
kontributor dominan terhadap perekonomian nasional 
(Nugroho et al., 2019; Nugroho & Mariyanti, 2021; 
Nurhasanah et al., 2021).  
 

8.3 Pangsa pasar pembiayaan syariah yang belum 
signifikan 

Usaha pemerintah untuk meningkatkan pangsa pasar 
keuangan syariah melalui penggabungan bank syariah yang 
menjadi anak perusahaan BUMN saat ini tidaklah optimal apabila 
tidak dilanjuti oleh program-program selanjutnya. Hal tersebut 
dikarenakan penggabungan bank syariah tidaklah akan menambah 
pangsa pasar ataupun memperluas akses maupun jangkauan bank 
syariah di masyarakat, akan tetapi misi untuk menjadikan bank 
syariah Indonesia (BSI) peringkat 10 di dunia sehingga secara tidak 
langsung keberadaan bank merger syariah (BSI) bersifat mencari 
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reputasi secara eksternal (Akram et al., 2021; Nugroho, 2022b; 
Utami et al., 2021). Oleh karenanya diperlukan program-program 
lanjutan agar secara jaringan dan jangkauan bank syariah semakin 
luas di masyarakat terutama masyarakat pedesaan dan remote 
area adalah melakukan akusisi terhadap bank perkreditan rakyat 
(BPR) di daerah maupun merealisasikan rencana akuisisi BTN 
(BTN Konvensional dan BTN Syariah) yang dapat berdampak 
memperluas layanan keuangan syariah khusus penyaluran 
pembiayaan kepada masyarakat. Semakin banyak masyarakat baik 
yang tinggal di perkotaan, daerah, pedesaan dan remote area dapat 
menggunakan akses layanan keuangan syariah berupa 
pembiayaan, maka terdapat potensi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dikarenakan terdapatnya unsur keadilan dalam 
produk dan layanan keuangan syariah tersebut sehingga mereka 
(UMKM) dapat terhindar dari jeratan pembayaran bunga yang 
tinggi dari para rentenir ataupun pinjaman online (Ihwanudin et 
al., 2020; Imani et al., 2022; Maria et al., 2022). 

 

8.4 Literasi ekonomi dan keuangan syariah 
Rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia menjadi 

salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar keuangan syariah 
nasional. Oleh karenanya, untuk meningkatkan literasi keuangan 
syariah dimasyarakat, maka menurut (Rhenaldy et al., 2022; Siti 
Nur Alfiyah et al., 2022; Zainuddin et al., 2022) diperlukan 
kerjasama dari seluruh stakeholder, baik pemerintah, lembaga 
keuangan syariah, institusi pendidikan, dan sebagainya untuk 
bersama-sama melakukan diseminasi maupun sosialisasi terkait 
dengan fungsi, manfaat dan pemahaman terhadap ekonomi dan 
keuangan syariah. 
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8.5 Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Kejadian pandemi Covid 19 yang melanda dunia telah 

mempercepat dampak revolusi industri 4.0 dimana teknologi 
informasi, komputer dan internet telah menjadi bagian hidup 
manusia sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan. Seluruh sektor 
kehidupan manusia baik formal maupun non formal pada saat ini 
telah menggunakan aplikasi berbasiskan teknologi informasi, 
komputer dan internet. Oleh karena itu, aktivitas bisnis rantai nilai 
halal yang menurut Darmaningrum et al. (2023), Diantanti et al. 
(2021), dan Irwansyah et al. (2021) mencakup:  
 Keuangan syariah; 
 Halal travel; 
 Muslim fesyen; 
 Halal media dan halal rekreasi; 
 Halal farmasi; 
 Halal kosmetik. 

 
Harus ditunjang maupun dilengkapi dengan aplikasi digital 

berbasiskan teknologi informasi, komputer dan internet agar dapat 
bersaing dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat 
pada saat ini. 

 

8.6 Penutup 
Dinamika ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus 

menjadi pusat perhatian pemerintah dikarenakan selaras dengan 
program pemerintah menjadikan Indonesia menjadi pusat bisnis 
dan keuangan syariah dunia. Oleh karenanya, berdasarkan 
fenomena yang terjadi pada tahun 2021, maka terdapat beberapa 
tantangan untuk dihadapi dan dicarikan solusinya yang meliputi: 
 Terbatasnya pertumbuhan usaha syariah nasional; 
 Pangsa pasar pembiayaan syariah yang belum signifikan; 
 Literasi ekonomi dan keuangan syariah yang rendah; 
 Penggunaan digitalisasi yang belum luas. 
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BAB 9 
PERKEMBANGAN EKONOMI 
SYARIAH DI INDONESIA 
 
Oleh Soeharjoto 
 
9.1 Pendahuluan 

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga 
banyak masyarakatnya yang menginginkan untuk dapat 
menerapkan syariat Islam, khususnya di bidang ekonomi 
(Soeharjoto, Miyasto, & Mariyanti, 2021).  Sektor perbankan, 
berperan besar dalam menunjang keberhasilan pembangunan 
ekonomi negara (Ascarya & Yumanita, 2005). Perbankan telah 
menjadi roda penggerak perekonomian nasional (Soeharjoto, 
Tribudhi, Hariyanti, & Tajib, 2020). Untuk itu,  pemerintah secara 
serius memprioritaskan sektor ini sebagai langkah awal dalam 
mengembangkan ekonomi syariah (Syafei, Widuhung, & Hadi, 
2013). Pada awalnya, di Indonesia hanya terdapat bank 
konvensional yang menerapkan sistem bunga (Siregar, 1999). 
Namun, kemudian pemerintah mengembangkan bank syariah 
dengan sistem bagi hasil (Soekapdjo, Nugroho, Badawi, & Utami, 
2018). Adapun konsekuensinya, perbankan di Indonesia 
menerapkan kebijakan dual banking system (Soeharjoto, Tribudhi, 
Yusran, Hariyanti, & Salma, 2021). Pasca dibentuknya perbankan 
syariah, berdampak pada semakin berkembangnya kegiatan 
ekononomi yang berbasis syariah (Nugroho, Utami, Doktorlina, 
Soekapdjo, & Husnadi, 2017). 
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9.2 Awal Terbentuknya Bank Syariah 
Pada 1980, di Indonesia marak dilakukannya diskusi bank 

Islam (Soliha, 2018). Adapun hasilnya, Indonesia yang mayoritas 
penduduknya muslim, perlu mendirikan bank Islam, karena dapat 
digunakan sebagai pilar dalam mengembangkan ekonomi syariah 
(Masruron & Sholihah, 2021). Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) membentuk kelompok kerja guna merealisasikan pendirian 
bank Islam (Rahmany, 2014).  Pada 1 Nopember 1991, akte 
pendirian bank syariah terbit dengan nama Bank Muamalat 
Indonesia (Suryani, 2012). Berbekal Undang-Undang No. 7 Tahun 
1992, pada 1 Mei 1992 bank tersebut secara resmi beroperasi 
(Wirdyaningsih, Perwataatmadja, & Dewi, 2005). Namun, Undang-
Undangnya kurang lengkap (Mulyani, 2019). Untuk itu, pada 1998 
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyempurnakan 
kembali menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Ismail, 
2005). Undang-Undang tersebut, secara tegas menjelaskan bahwa 
Indonesia menerapkan dual banking system (Rahmatika, 2021). 
Hal ini, semakin mempertegas keberadaan perbankan syariah, 
sehingga berdampak pada semakin maraknya perkembangan bank 
syariah di Indonesia  (Zubair, 2008). 
 

9.3 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 
Pada Era Presiden Soeharto Hingga Presiden 
Soesilo Bambang Yudhoyono 

Perekonomian suatu negara bergantung pada kondisi 
ekonomi global dan kemampuan Presiden dalam mengelola 
pemerintahannya (Dahlia & Juhasdi, 2020). Pada 1990, di masa 
pemerintahan Presiden Soeharto pendirian bank syariah di 
Indonesia dapat terealisasi (Yasin, 2010). Namun, krisis moneter 
1997 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 
1998 menjadi minus 13,13 persen (Karmeli & Fatimah, 2008). Hal 
ini, berdampak pada turunnya pemerintah Orde baru dan 

https://simpus.mkri.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&ruas=Pengarang&bahan=Semua%20Jenis%20Bahan&katakunci=Karnaen%20Perwataatmadja


 

Ekonomi Syariah        127 

digantikan dengan Presiden B. J. Habibie (Wijaya, Marjono, & 
Sugiyanto, 2020). Pemerintahan transisi ini, dengan menggunakan 
program stabilitas kurs Rupiah berhasil mengembalikan 
pergerakan roda perekonomian nasional. Pasca itu, pemerintahan 
Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan program untuk 
mengatasi krisis dengan menggunakan kebijakan desentralisasi 
fiskal dan otonomi daerah. Pemerintahan berikutnya, Presiden 
Megawati Soekarnoputri menggunakan program stabilitas sektor 
perbankan dan penerbitan obligasi berhasil meningkatkan pelaku 
ekonomi. Pada periode selanjutnya, di awal kepemimpinan 
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kondisi perekonomian 
nasional sangat kondusif, tetapi dengan adanya krisis global pada 
2009, mengakibatkan perekonomian kembali berfluktuasi.  
  Kondisi ekonomi di Indonesia selama ini, juga bergantung 
pada perkembangan perbankan syariah (Aswad, 2015). Di 
Indonesia, pada periode 2000 terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 
Unit Usaha Syariah, dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 
dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 146. Namun, pada 2014 
perbankan syariah berkembang lagi menjadi sebanyak 12 Bank 
Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 162 Bank Pembiayaan 
Syariah, dengan 2910 jaringan kantor. Bank Umum syariah, Usaha 
Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah memiliki aktivitas yang 
berbeda. Bank Umum Syariah bertugas melaksanakan kegiatan 
usaha dan kegiatan lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah, 
Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari bank konvensional 
yang berdiri sebagai kantor induk kegiatan usaha dengan 
prinsip syariah, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
bertugas melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran 
dana saja dengan prinsip syariah (Rysaldi & Santoso, 2022). 
Namun, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak boleh 
melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, sehingga dapat 
dijadikan sebagai pembeda antara Bank Pembiayaan Rakyat 
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Syariah dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
(Buchori, Himawan, Setijawan, & Rohmah, 2003).  

Pada 2000-2014, keuangan syariah di Indonesia 
berkembang pesat, dengan pertumbuhan aset rata-rata sebesar 
44,95 persen. Pertumbuhan aset tertinggi, terjadi pada 2003 
sebesar 101,53 persen dan terendah pada 2014 dengan 
pertumbuhan aset 12,41 persen. Hal ini, akibat dari adanya 
rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 48,79 persen, 
dengan penyaluran kredit sebesar 45,30 persen. Dana pihak 
ketiga dan penyaluran kredit, memiliki pertumbuhan tertinggi 
pada 2004 dan terendahnya pada 2014. Dana pihak ketiga, 
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 105,23 persen, 
dengan penyaluran dana sebesar 106,55 persen, sedangkan 
pertumbuhan terendah dari dana pihak ketiga sebesar 18,70 
persen dengan penyaluran dana sebesar 8,26 persen. 

 

 
Gambar 9.1. Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Penyaluran Dana 

Keuangan Syariah Pada 2000-2014 (Rp. Miliar) 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022 
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9.4 Perkembangan Perbankan Syariah di 
Indonesia Pada Era Presiden Joko Widodo 

Pada 2014-2021, perbankan syariah di Indonesia memiliki 
pertumbuhan total aset yang sangat pesat. Hal ini, akibat dari Bank 
Umum Syariah mengalami pertumbuhan total aset rata-rata 
sebesar 11 persen dan Unit Usaha Syariah sebesar 18 persen. Bank 
Umum Syariah, memiliki pertumbuhan total aset terbesar pada 
2016 sebesar 19 persen dan terkecil pada 2015 dan 2021 sebesar 4 
persen. Namun, Unit Usaha Syariah memiliki pertumbuhan total 
aset terbesar pada 2017 sebesar 33 persen dan terkecil pada 2021 
sebesar 4 persen. Pandemi COVID-19, berdampak besar terhadap 
penurunan kinerja perbankan syariah, sehingga mengakibatkan 
pertumbuhannya menurun (Hidayat, Umam, & Tripalupi, 2021). 
Uniknya, peningkatan pertumbuhan total aset yang terjadi diikuti 
dengan penurunan jumlah bank, kantor, tenaga kerja, dan 
anjungan tunai mandiri (ATM). Adapun penyebabnya karena 
perbankan semakin efisien, akibat menggunakan teknologi digital, 
marger, dan penggunaan ATM bersama. 
 

 
Gambar 9.2. Jumlah Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah Pada 2014-2021 (Rp. Milliar) 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022 
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Aktivitas perbankan syariah di Indonesia, memiliki kinerja 
Return on Assets (ROA) yang tinggi dan diikuti dengan Non 
Performing Financing (NPF) yang rendah. Kondisi ini, akan menjadi 
semakin baik, bila ditunjang dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) 
yang tinggi, Loan to Deposits Ratio (LDR) yang tidak terlalu tinggi,  
dan Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
yang rendah. Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang 
mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba 
(Wijaya, 2019). Return On Assets berfungsi untuk melihat seberapa 
efektif perbankan dalam menggunakan aset, guna menghasilkan 
pendapatan. Untuk itu, perbankan yang memiliki Return on Assets 
besar, menandakan semakin baik kemampuannya dalam 
menghasilkan laba. Non Performing Financing (NPF) merupakan 
kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola kredit 
bermasalah (Nugrohowati & Bimo, 2019). Kredit bermasalah 
merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 
dan macet (Almilia & Herdiningtyas, 2005). Perbankan yang 
memiliki Non Performing Financing besar, mengindikasikan 
kondisi kredit perbankannya buruk. Untuk itu, perbankan 
dapat dikatakan sehat bila memiliki Non Performing Financing 
maksimal sebesar 6 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
merupakan rasio kecukupan modal, yang menunjukkan 
kemampuan perbankan dalam menyediakan dana, yang digunakan 
untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian (Hidayati, 2015). 
Keberadaan Capital Adequacy Ratio sangat penting, sehingga 
perbankan perlu menjaga batas nilai amannya, yakni minimal 
sebesar 8 persen. Perbankan yang memiliki Capital Adequacy Ratio 
yang tinggi, dapat membiayai kegiatan operasional dan memiliki 
kemampuan untuk berkontribusi besar terhadap  profitabilitas 
(Achmad & Kusuno, 2003). Loan to Deposits Ratio (LDR) 
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, guna menjaga 
likuiditasnya (Agustina & Wijaya, 2013). Likuiditas perbankan 
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perlu dikelola, agar dapat memenuhi kebutuhan pada saat nasabah 
mengambil dana dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada 
peminjam (debitur). Maka dari itu, perbankan yang memiliki  Loan 
to Deposits Ratio terlalu tinggi, mengindikasikan bahwa perbankan 
tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai, untuk menutup 
kewajibannya terhadap Dana Pihak Ketiga dari nasabahnya. Hal ini, 
dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit 
menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2005). Untuk itu, perbankan 
dapat dikatakan sehat bila memiliki  Loan to Deposits Ratio kurang 
dari 85 persen. Belanja Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menggambarkan 
efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya (Wahyuningsih 
& Gunawan, 2017). Belanja operasional merupkan biaya bunga 
yang diberikan pada nasabah, sedangkan pendapatan operasional 
adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Untuk itu, semakin 
kecil Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional, 
berarti semakin efisien perbankan dalam beroperasi. Adapun 
ketentuan dari nilai Belanja Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional perbankan yang baik maksimal sebesar 93,52 persen. 

Pada 2014-2021, nilai Return on Assets Bank Umum 
Syariah trennya semakin meningkat, sedangkan Non Performing 
Financing memiliki tren yang menurun. Kondisi ini, 
mengindikasikan bahwa kinerja Bank Umum Syariah semakin baik. 
Rata-rata pertumbuhan Return on Assets Bank Umum Syariah 
sebesar 25,14 persen, sedangkan Non Performing Financing 
sebesar -8,02 persen. Pertumbuhan tertinggi Return on Assets 
Bank Umum Syariah sebesar 101,4 persen pada 2018 dan terendah 
pada 2020 sebesar -18,96 persen, dengan deviasi standar sebesar 
38,26 persen. Non Performing Financing Bank Umum Syariah 
memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 7,67 persen pada 2017 
dan terendah sebesar -31,46 persen pada 2018, dengan deviasi 
standar sebesar 12,85 persen.  
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Gambar 9.3. Nilai Return on Assets dan Non Performing Financing 
Bank Umum Syariah di Indonesia Pada 2014-2021 (Persen) 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022 
 

Tren nilai Return on Assets Unit Usaha syariah mengalami 
fluktuasi dengan arah yang berkebalikan dengan nilai Non 
Performing Financing. Hal ini, membuat kinerja Unit Usaha Syariah 
terindikasi bervariasi. Rata-rata pertumbuhan Return on Assets 
Unit Usaha Syariah sebesar 1,81 persen, dengan Non Performing 
Financing sebesar 2,79 persen. Return on Assets Unit Usaha 
Syariah memiliki pertumbuhan terbesar pada 2017 sebesar 39,43 
persen dan terendah sebesar -10,98 persen pada 2020, dengan 
deviasi standar sebesar 18,35 persen. Non Performing Financing 
Unit Usaha Syariah memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 34,72 
persen pada 2019 dan terendah sebesar -39,60 persen pada 2017, 
dengan deviasi standar sebesar 24,34 persen.  
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Gambar 9.4. Nilai Return on Assets dan Non Performing Financing 

Unit Usaha Syariah di Indonesia Pada 2014-2021 (Persen) 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022 

 

9.5 Perkembangan Ekonomi dan Keuangan 
Syariah di Indonesia Pasca dibentuknya 
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan 
Syariah (KNEKS). 

Perkembangan sektor keuangan yang pesat, dapat 
mendorong percepatan pembangunan ekonomi (Soeharjoto, 
Tribudhi, Hariyanti, Nugroho, & Engku. 2021). Untuk itu, 
pemerintah pada 8 November 2016, membentuk Komite Nasional 
Keuangan Syariah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan 
Presiden RI No. 28 tahun 2020, yang sekaligus merubah namanya 
menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Adapun 
tujuannya, agar dapat meningkatkan pembangunan ekosistem 
ekonomi dan keuangan syariah, guna mendukung pembangunan 
ekonomi nasional.   
  Fokus dari perbankan syariah di Indonesia dengan negara 
lain berbeda. Perbankan syariah di Indonesia berfokus pada ritel 
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dan segmen khusus, sedangkan di negara lain berfokus pada 
investasi dan pasar modal. Hal ini, membuat perbankan syariah di 
Indonesia perkembangannya menjadi lebih cepat dari pada negara 
lain. Namun, pertumbuhan yang tinggi ini, memiliki dampak yang 
masih rendah terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu, 
guna peningkatan kontribusinya terhadap pembangunan, Komite 
Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) membuat 
masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), dengan 
menggunakan 4 pilar, yang meliputi Pengembangan industri 
produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, 
pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan 
perluasan kegiatan usaha syariah (Kusjuniati, 2020). 
Pengembangan industri produk halal, memiliki empat program, 
berupa kodifikasi data industri produk halal, masterplan industri 
produk halal, pembentukan taskforce lintas K/L untuk percepatan 
implementasi sertifikasi halal dengan fokus pada Usaha Menengah 
Kecil, riset dan inovasi produk halal berbasis teknologi. 
Pengembangan industri keuangan syariah, dengan program 
layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan, dan Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha Syariah. Pengembangan dana 
sosial syariah, melaksanakan program transformasi pengelolaan 
wakaf uang nasional dan transformasi digital dan sustainabilitas. 
Pada pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, 
menerapkan program sinergi akselerasi pengembangan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah industri halal di mana dibentuk 
cluster-cluster bisnis dan akan melibatkan Pemerintah Daerah 
untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 
percepatan ekspor UKM industri halal, Pusat Data Ekonomi Syariah 
yakni pengembangan arsitektur agar data keuangan syariah lebih 
solid, zona kuliner halal, aman dan sehat yang merupakan 
terobosan dalam kerja sama dengan kegiatan-kegiatan pameran, 
kelembagaan ekonomi syariah tingkat daerah yang sudah 
terbentuk task forcenya sebagai fasilitator program dan masuk 
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kelembagaannya di dalam Pemerintah Daerah. Program tersebut, 
membuat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah berperan 
lebih aktif, sehingga pasca melakukan riset ekonomi bank syariah 
dan dampak dari penggabungan bank-bank syariah, akhirnya 
terbentuk Bank Syariah Indonesia.  
  Refenitif yang terafiliasi dengan Thomson Reuters, 
mengeluarkan indeks sebagai indikator perkembangan industri 
keuangan syariah. Adapun tujuannya, untuk mengetahui 
tingkat kesehatan keuangan syariah global dengan nama  
Islamic Finance Development Indicator. Pada 2018-2021, 
peringkat Indonesia terus mengalami peningkatan. Indonesia 
pada 2018 berada di peringkat 10 dan pada 2019 berada di 
peringkat 4. Namun, pada 2020 dan 2021 peringkatnya masih 
bertahan di posisi ke 2. Capaian ini karena dipengaruhi 
indikator pengetahuan (Islamic Finance Knowledge), berupa 
adanya peningkatan pendidikan dan riset keuangan syariah. 
Adapun indikator lainnnya yang juga menunjang adalah adanya 
kesadaran (Islamic Finance Awareness). Peningkatkan ke 2 ini, 
merupakan hasil nyata implementasi Masterplan Ekonomi Syariah 
2019-2024, sehingga dapat mengakibatkan Indonesia menjadi 
salah satu negara dengan pertumbuhan keuangan syariah yang 
tercepat. Hal ini, dapat meningkatkan aset keuangan syariah dari 
86 miliar USD pada 2018, menjadi 99 miliar USD pada 2019, 
kemudian pada 2021 posisi Indonesia masih bertahan di posisi 2, 
akibat terbatasnya aset keuangan. 
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Gambar 9.5.  Peringkat Indonesia Dalam  Islamic Finance 

Development Indicator, Pada 2018-2021 
Sumber: revinitif, 2022 

 
  Pada 2021, ekonomi syariah di Indonesia mengalami 
perkembangan yang pesat. Kesemuanya, berkat strategi yang 
dilakukan pemerintah, dengan mengeluarkan kebijakan jaminan 
produk halal, hingga pengembangan industri halal di Indonesia. 
Jaminan Produk Halal ditetapkan pemerintah berdasarkan 
Undang-undang Nomor 33 tahun 2014, tetapi untuk 
memperkuatnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 
No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai aturan omnibus law 
yang membantu untuk mengatur ketentuan halal. Adanya 
peraturan ini, dapat mengubah berbagai ketentuan yang 
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan 
aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kebijakan 
ini, bertujuan untuk mempercepat dan memperluas layanan 
sertifikasi halal. Hal ini, berdampak pada pengurusan sertifikasi 
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halal menjadi lebih cepat. Pada UU No. 33 Tahun 2014, dilakukan 
penambahan 2 pasal lagi, guna merubah pokok-pokok kebijakan 
untuk meningkatkan usaha syariah, terutama dengan menunjang  
proses bisnis sertifikasi Halal, kerja sama BPJPH, lembaga 
pemeriksa halal, auditor halal, penyelia halal, peran masyarakat, 
sertifikat halal, label halal, deklarasi mandiri atau self-declare dan 
sanksi administratif. Namun, guna memperkuat jaminan produk 
halal, akhirnya pemerintah menerbitkan aturan turunannya, dalam 
bentuk Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021, tentang 
penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.  
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BAB 10 
PROBLEMATIKA JUAL BELI ONLINE 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
EKONOMI SYARIAH 
 
Oleh Eko Sudarmanto 
 
10.1 Pendahuluan 

Semakin banyaknya pengguna internet diseluruh dunia, 
menjadikan bisnis online sebagai alternatif usaha yang diminati 
oleh berbagai kalangan. Bisnis online, selain tidak memerlukan 
modal yang relatif lebih besar namun juga bisa dilakukan  dari 
manapun termasuk dari rumah. Kondisi ini jelas bisa 
mengakibatkan munculnya kejahatan oleh oknum-oknum tidak 
bertanggung jawab yang menjadikan sarana ini untuk melakukan 
praktek kejahatan termasuk di dalamnya adalah penipuan. Oleh 
sebab itu, undang-undang yang ada sangatlah berpengaruh dalam 
perkembangan pemakaian internet khususnya bisnis digital. 

Teknologi digital telah mendominasi hampir sebagian besar 
kegiatan sehari-hari dewasa ini,  baik itu  terkait pekerjaan, 
kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar dan lain sebagainya telah 
dipermudah dengan adanya teknologi dan internet. Teknologi dan 
internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam 
mempermudah segala urusannya. Teknologi dan internet juga 
berperan penting di bidang pekerjaan dan usaha. Salah satu usaha 
yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah Jual beli 
(transaksi) secara online, yang dewasa ini semakin marak. 

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, 
tentunya mempunyai tata aturan yang jelas dan komprehensif 
dalam masalah jual beli secara online ini. Mengingat, tidak ada 
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suatu masalah pun yang tidak diatur dalam Islam termasuk dalam 
bahasan bisnis digital dan khususnya jual beli online.   

 

10.2 Jual Beli Online 
Di dalam ajaran Islam, jual beli termasuk dalam kegiatan 

muamalah. Hukum dasar muamalah adalah Al- Ibahah (boleh) 
selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar 
hukum jual beli online sama seperti jual beli secara umum, dan 
diperbolehkan dalam Islam.  

Istilah jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan 
beli”. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, 
sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli 
menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, 
sedangkan menurut syar’i artinya menukar harta dengan harta 
menurut tata cara tertentu. Dan jual beli online, para ulama sepakat 
dan dipersamakan dengan jual beli Salam (tanggungan). 

Secara bahasa salam adalah al-i’thau’  dan at-taslif  yang 
keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, 
akad salam didefinisikan oleh para fuqaha yaitu jual beli barang 
yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan 
pembayaran yang dilakukan saat itu juga. 

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya 
dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, 
barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah 
ditentukan. Menurut ulama syafi’iyah akad salam boleh 
ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan 
secara tunai. Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk 
jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di 
kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future 
sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat 
penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam 
perjanjian. 
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Jual beli salam diperbolehkan dengan adanya dalil dalam Al-
Quran surah Al-Baqara(2) ayat 282 yang artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi 
tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaknya kamu 
menulis itu.” 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad 
salam atau jual beli salam diperbolehkan, ayat ini memberikan 
petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi 
muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan 
sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk menghindari 
terjadinya perselisihan di kemudian hari. 
10.2.1 Rukun Jual Beli Online 

Dalam hal jual beli online (salam) ada ketentuan yang harus 
diperhatikan dalam pelaksanaannya, karena masih banyak 
masyarakat yang salah dalam menjalankan kegiatan jual beli jenis 
ini. Ketentuan tersebut ialah adanya syarat dan rukun dalam 
pelaksanaannya. Rukun jual beli salam  menurut jumhur (sebagian 
besar) ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga: 
1) Aqidain (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang 

yang memesan (muslam) dan yang menerima pesanan 
(muslam ilaih). Keberadaan akad sangatlah penting, sebab 
tidak dapat dikatakan akad apabila tidak ada akad, begitu 
pula tidak akan terjadi ijab dan kabul tanpa adanya akad. 

2) Objek transaski, yaitu harga (tsaman) dan barang yang 
dipesan (muslam fih). Barang dijadikan sebagai objek jual 
beli disebut al-muslam fih, barang yang dipesan harus jelas 
ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual 
beli salam harus jelas serta diserahkan pada waktu akad. 

3) Sighat, yaitu ijab dan qabul. Sesuai dengan kehendak syariat 
yang berpengaruh pada objek perikatan, yaitu seluruh 
perikatan yang dilakukan oleh dua pihak menjadi tidak 
boleh, apabila tidak sesuai dengan syara’.  
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10.2.2 Syarat Jual Beli Online 
Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli online (salam) 

diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Jenis objek jual beli salam harus jelas 
2. Sifat objek jual beli salam harus jelas 
3. Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas 
4. Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas 
5. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-

masing pihak. 
  
Ketentuan lainnya diatur dalam Undang-undang, Hukum 

Jual Beli Online Menurut Hukum Negara (Undang-Undang ) dalam 
aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. secara 
analogis. Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu 
persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk 
sahnya suatu kontrak, harus melihat syarat-syarat yang diatur di 
dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat 
sah suatu perjanjian sebagai berikut: 
6. Kesepakatan para pihak 
7. Kecakapan untuk membuat perjanjian 
8. Suatu hal tertentu; dan 
9. Sesuatu sebab yang halal. 

  
Indonesia merupakan Negara hukum, dimana segala 

kegiatan yang dilakukan masyarakatnya diatur dalam undang-
udang. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat  dalam 
menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik dan terhindar 
dari tindakan kriminal. Jual beli online juga dikaitkan dengan UU 
No.11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). 
Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 
menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum 
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yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 
komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 

 

10.3 Keunggulan dan Kelemahan Jual Beli Online 
10.3.1 Keunggulan Jual Beli Online 

Adapun keunggulan (keuntungan) yang diperoleh dari 
kegiatan jual beli online antara lain : 
1. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan 

barang. Cukup terkoneksi dengan internet dan memilih 
barang, selanjutnya melakukan pemesanan barang, maka 
barang akan bisa diantar ke rumah. 

2. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja. 
Semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara 
media internet khususnya situs yang menjual belikan 
barang yang dibeli. 

3. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam. Sebelum 
melakukan pemesanan dapat melakukan perbandingan 
semua produk dan harga yang ditawarkan oleh penjual. 
Melalui perantara internet, pembeli dapat membeli barang 
dari negara lain secara online. 

4. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif. Tingkat 
persaingan dari pelaku usaha melalui media internet 
mendorong untuk bersaing guna menarik perhatian dengan 
cara menawarkan harga yang lebih rendah. 

  
Dari paparan tersebut, dapat simpulkan bahwa keuntungan 

dalam bertransaksi atau jual beli online (salam) bisa 
menguntungkan kedua belah pihak, baik itu produsen ataupun 
konsumen dan bisa menjadi salah satu solusi yang tepat bagi 
masyarakat yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya. 
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10.3.2 Kelemahan Jual Beli Online 
Adapun kelemahan (kerugian) yang bisa timbul dari 

kegiatan jual beli online antara: 
1. Produk tidak dapat dicoba.  Dalam transaksi online, produk 

yang ditawarkan bermacam-macam bentuk, ukuran, warna, 
bahan dan lain sebagainya.Ketika kita membeli produk 
tersebut kita tidak dapat mencoba produk yang diinginkan, 
hanya saja terdapat ukuran dan keterangan produk.Jadi kita 
hanya bisa memilih pruduk tanpa mencobanya. 

2. Standar barang bisa tidak sesuai. Produk yang ditawarkan 
hanya bisa dilihat melalui alat  berbentuk digital atau 
sejenisnya. Dalam hal ini pembeli hanya bisa melihat barang 
melalui foto atau gambar, jadi sangat mungkin dalam 
pembelian online barang yang dibeli tidak sesuai dengan 
barang yang dipesan. 

3. Biaya pengiriman yang mahal. Pembelian online yang 
dilakukan biasanya berada ditempat yang bereda, 
sehinggan harus ada biaya tambahan dalam pengiriman 
barang yang dipesan. 

4. Risiko penipuan. Kemudahan dalam mengakses internet 
menjadikan kegiatan ini mudah bagi penipu untuk 
melakukan aksinya  terhadap para calon korban. Seperti 
menjual barang di internet melalui akun yang tidak resmi, 
dan lainnya.  

  
Dengan demikian, munculnya kerugian dalam jual beli 

online juga perlu dipertimbangkan bagi calon 
pengguna/konsumen. Ada baiknya setiap konsumen perlu 
memperhatikan serta berhati-hati dalam transaksi, agar terhindar 
dari segala bentuk  kerugian akiat penipuan.  
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10.4 Hukum Jual Beli Online 
Jual beli online yang terjadi dewasa ini merupakan 

penerapan dari akad salam atau istishna’, yang secara hukum adlah 
halal dengan memperhatikan beberapa hal berikut. 
a) Sistem Jual Beli 

Sistem jual beli online yang terjadi saat ini, setelah terjadi 
kesepakatan, penjual akan meminta pembayaran dilakukan 
terlebih dahulu, setelah itu barang akan dikirimkan (akad 
salam). Sistem “pre oder” juga sama, setelah pembeli 
memesan suatu barang sesuai sample yang diminta, maka 
penjual akan memenuhi permintaan pemesan tersebut 
dengan meminta pembayaran lebih dahulu, yang 
selanjutnya barang pesanan tersebut akan diproses/ 
diproduksi dan dikirim sesuai waktu yang sudah disepakati. 

b) Dalil 
Diperbolehkannya melakukan akad tersebut (salam atau 
istishna’) adalah berdasarkan hadits Nabi Saw., yang 
artinya: 
Ketika Nabi Saw. tiba di kota Madinah, penduduk Madinah 
telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan 
dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya 
ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas 
(diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih]. 
Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya 
mengatakan,”Kami biasa mendapat ghanimah bersama 
Rasulullah Saw. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu 
kami bertransaksi secara akad salam dengan mereka dengan 
gandum, jelai - dalam riwayat lain: lemak - dan kismis, 
dengan jangka waktu tertentu”. Ketika ditanyakan kepada 
kami,”Apakah mereka itu mempunyai tanaman?” Jawab 
kedua sahabat ini,”Tidak kami tanyakan kepada mereka 
tentang itu”. (HR Bukhari dan Muslim). 
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Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf 
(salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan 
telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah 
mengizinkannya. (HR Asy-Syafi’i dalam musnadnya). 

c) Syarat-syarat 
Jual beli tangguh, baik dengan akad salam atau istishna’ 
yang diterpakan dalam jual beli online, tentunya harus 
memenuhi beberapa syarat. Karena jual beli ini tidak 
seperti jual beli tunai. Barangnya dilihat langsung, bahkan 
sesama penjual pun tidak saling bertemu. 
(1) Pembayaran jelas dan tunai. 

Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak 
melakukan akad salam, maka pembayaran harus 
dilakukan secara tunai pada saat akad. Tidak boleh 
ditangguhkan, dan disebutkan secara jelas nominal dan 
mata uangnya. Dalam akad istishna’, ada sebagian ulama 
yang memberikan toleransi, pembayarannya bisa dicicil. 
Namun menurut Syafi’iyah, hendaklah pembayarannya 
dilakukan secara tunai. 

(2) Barang ditangguhkan dan harus jelas sifatnya. 
Dalam akad salam ataupun istishna’ objek barangnya 
adalah  belum ada, atau tidak berada dalam majelis akad 
yang  penyerahannya diserahkan kemudian sesuai 
waktu yang disepakati. Secara umum, terdapat larangan 
jual-beli ketika      barangnya    belum   ada: 
Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki 
(HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud). 
Namun akad salam merupakan pengecualian yang 
ditetapkan oleh Rasulullah Saw., sebagaimana disebut di 
dalam hadits-hadits di atas. Maksud hadits di atas 
menurut para ulama adalah larangan menjual sesuatu 
yang tidak mungkin bisa dihadirkan ke pembeli, bukan 
ketidak adaan objek barang. Dalam akad salam, baik 



 

Ekonomi Syariah        151 

pembeli atau penjual harus menjelaskan spesifikasi 
barang secara jelas, semua sifat-sifatnya, jenis, kualitas, 
dan kuantitasnya. 

(3) Akadnya jual beli sifat. 
Akad salam atau istishna’ dalam jual beli online 
bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja 
yang disebutkan ketika akad. Sehingga jika barang yang 
dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat 
dibatalkan. Karena akad salam atau istishna’ adalah jual 
beli sifat, maka antara kedua belah pihak yang 
melakukan perjanjian jual beli harus menyepakati sifat 
tersebut, spesifikasi barang harus disebutkan secara 
jelas pada waktu akad. 

(4) Waktu penyerahan harus jelas. 
Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika 
akad. Kapan barang tersebut bisa dikirim oleh penjual 
atau bisa diterima oleh pembeli. Meskipun hanya 
berupa perkiraan atau kemungkinan besar, penjual 
harus memberi tahu pembeli barang dikirim kapan, 
melalui transportasi apa, diperkirakan akan sampai 
kapan, semuanya harus ada kejelasan dari kedua belah 
pihak.  

(5) Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan. 
Pada saat menjalankan akad salam atau istishna’ dalam 
jual beli online, kedua belah pihak diwajibkan untuk 
memperhitungkan ketersedian barang pada saat jatuh 
tempo. Persyaratan ini bertujuan agar akad salam 
terhindar dari praktek tipu-menipu dan untung-
untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan 
dalam syari’at Islam. 

(6) Jelas tempat penyerahannya. 
Tempat penyerahan objek barang jaul beli online harus 
secara jelas disebutkan dimana atau dikirim kemana. 
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Pembeli atau yang memesan barang harus 
menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut 
ditujukan. Pensyaratan ini untuk menghindari 
timbulnya mudharat atau kerugian yang bisa dialami 
oleh kedua belah pihak. 
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